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Assalamu alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala kuasa, 
kasih sayang, dan rahmat-Nya, telah melimpahkan ilmu yang bermanfaat 
bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Komisi Pengendalian 
Percepatan Program Strategis (KP3S) di Kota Makassar” penulisan 
skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan 
program Sarjana Satu Program Studi Hukum di Universitas Hasanuddin 
Makassar. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, 
Ayahanda Untung Umar, S.Km dan Ibunda Indayani A. Idrus yang telah 
merawat dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, 
mengurus tanpa pamrih, dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi 
perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis, 
kakanda Putri Nurul Maysarah dan adinda Moch. Arief Rosyidi serta 
almarhumah adinda Alya Rifdah Umair. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian, 
pelaksanaan penelitian, maupun sistematika penulisan, karena keterbatasan 
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kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka, dengan 
kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
dari berbagai pihak guna perkembangan intelektual pribadi penulis. 
Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis 
menghaturkan terima kasih kepada: 
1.  Ibu Prof. Dr. Farida Paitittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya. 
3. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Zulkifli 
Aspan S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis. Terima kasih atas 
segala arahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
4. Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Bapak Dr. Muh. Hasrul 
S.H.,M.H., dan Bapak Zulfan Hakim S.H., M.H., terima kasih atas 
kesediannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang 
masih jauh dari kesempurnaan. 
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Tata Negara, Hukum 
Administrasi Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Hukum Masyarakat 
dan Pembangunan, Hukum Acara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, 
dan Hukum Internasional, terima kasih atas segala ilmu yang telah 
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diberikan kepada Penulis, semoga penulis dapat 
mempertanggungjawabkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kalian 
berikan. 
6. Pegawai/Staf Akademik baik dalam lingkup Universitas Hasanuddin 
maupun lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih 
atas bantuan dan keramahannya dalam menjalankan tanggung jawab 
profesi untuk melayani segala kebutuhan akademik penulis selama 
perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
terima kasih atas keramahan dan pelayanan maksimal yang telah 
diberikan kepada penulis. 
8. Bapak Dr. Manai Sophiaan, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah kota Makassar beserta jajarannya yang telah 
sukarela memberikan banyak masukan dalam penelitian penulis. 
9. Senior-senior penulis (Kak Fajlur, Kak Solihin, Kak Jupri, Kak Onna, 
Kak Adnan Purichta Ichsan, Kak Acca, Kak Fadhil, Kak Fadli, Kak 
Zakaria, Kak Hasanuddin, Kak Zulham, Kak Nidzamul, Kak Arie Kak 
Inul, Kak Ridwan) yang telah banyak memberikan kontribusi bagi 
perkembangan intelektual penulis.   
10. Keluarga Besar Pengurus Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana 
Korupsi periode 2014-2015, terima kasih atas amanah yang kalian 
berikan kepada penulis sehingga penulis mampu membangun karakter 
viii 
 
dan mental yang lebih kuat serta mengajarkan bahwa segala sesuatu 
yang dilakukan dengan bersama dan dilandasi dari hati dan niat yang 
suci akan lebih dekat memperoleh keberkahan. 
11. Keluarga Besar UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, bersama kalian kita belajar membangun organisasi tanpa 
dilandasi rasa ketegangan namun penuh canda tawa dan peluh serta 
semangat untuk mensukseskan penyelenggaraan tiap kegiatan. 
12. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) 
Universitas Hasanuddin, sebuah organisasi yang mengantarkan 
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perjuangan yang sangat berkesan bagi pengalaman dunia kuliah 
penulis. 
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IMHB) dan lembaga-lembaga lain yang memiliki relasi khusus dengan 
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debat nasional. 
17. Tim Debat Hukum Piala Satjipto Rahardjo 2015, terima kasih kepada 
adinda Refah Kurniawan dan Adinda Irvan Alamsyah telah 
memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menunda kelulusan 
demi memberikan prestasi kepada Universitas. 
18. Tim Debat Hukum Airlangga Law Competition 2016, terima kasih 
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MUHAMMAD FAUZAN ZARKASI (B111 12 308) Tinjauan Yuridis 
terhadap Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program 
Strategis di Kota Makassar, di bawah bimbingan dan arahan Bapak 
Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli Aspan  selaku 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek legalitas dari 
pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) 
oleh Walikota Makassar, dan bagaimana implikasi pembentukan KP3S terkait 
hubungan fungsi dan kewenangan dengan perangkat daerah kota Makassar 
lainnya. Berbagai preskripsi/penelitian akan muncul setelah penulis 
menguraikan landasan teori kewenangan, teori otonomi daerah, teori 
kelembagaan, prinsip-prinsip pembuatan keputusan dan peraturan kebijakan 
yang baik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan 
mencermati konstruksi yuridis dari UU Administrasi Pemerintahan dan UU 
Aparatur Sipil Negara terkait kapasitas Walikota Makassar selaku Pejabat 
Pembina Kepegawaian. 
 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 
terhadap berbagai karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang dikaji serta wawancara kepada praktisi yang 
memiliki kapasitas sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang 
diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah 
untuk selanjutnya penulis sajikan secara preskripsi, yaitu dengan 
memberikan penilaian tentang benar atau salahnya suatu peristiwa hukum 
sesuai dengan apa yang seharusnya menurut hukum dalam konteks 
permasalahan yang dihadapi. 
 
Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa (1) materi muatan peraturan walikota terkait pembentukan KP3S tidak 
mencakup dalam kewenangan otonomi daerah sehingga walikota telah 
melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (2) pembentukan KP3S 
sebagai komisi yang membantu walikota dalam rangka percepatan program 
strategis tidaklah terjadi tumpang tindih kewenangan dengan perangkat 
daerah kota Makassar karena sifatnya yang bersinergi dengan sekretariat 
daerah dan membantu walikota dalam pelaksanaan program yang bersifat 
strategis. 
 





MUHAMMAD FAUZAN ZARKASI (B111 12 308) The legal position of 
the establishment Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis 
(KP3S) at Makassar City, supervised by Mr. Aminuddin Ilmar and Mr. 
Zulkifli Aspan. 
This research was airmed to determine the legality of formation Komisi 
Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) by Mayor of Makassar, 
and how implications establishment of KP3S about related functions and 
powers with devices areas other of the city of Makassar. All prescriptions will 
appear after the author describing theory of authority, theory of regional 
autonomy, theory of institutional, principle of decision making and good policy 
along principles of good governance, and by analyzing judicial constructions 
from the constitution government administration, and constitution about 
government employees about capacity Mayor of Makassar as the staff 
development officer.  
This research applying library study method against various of 
scientific work and many constitution related with this problem and interview 
with practitioners have capacity about this problem studied. The data that 
have been obtained were processed and analyzed and then presented as a 
prescription, to make judgement on the truth or falsity of a legal event in 
accordance with what is supposed by law. 
Based on the study and fact, the conclusions as follows (1) the 
substance of regulation mayor of Makassar city about establishment KP3S is 
not include the authority by region autonomy so the mayor has done abuse of 
power (2) the establishment of KP3S as commission who helped the mayor in 
acceleration program strategic is not happen overlapping authority with 
device areas of the city of Makassar because it is synergies with the regional 
secretariat and helped the mayor to implementation the strategic program. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Transformasi dari negara hukum formiil-ortodoks ke arah konsep 
negara hukum materiil-responsif yang menempatkan negara tidak hanya 
sebagai nachtwalkerstaat (penjaga malam), melainkan negara menjadi 
bestuurzorg, menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan 
hak-hak asasi warga negaranya dalam segala aspek kehidupan. Olehnya, 
yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan bernegara merujuk kepada 
pemikiran Frank Johnson Goodnow dalam Principle of Public 
Administration terkait dua hal, yakni policy making yakni membuat haluan 
dalam rangka mencapai tujuan negara, dan juga policy executing, yakni 
melaksanakan haluan tersebut untuk mencapai tujuan negara.1 
 Komparasi antara menjamin pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat yang merupakan postulat dari sistem pemerintahan 
demokrasi, dan prinsip pemerintahan berdasarkan pembatasan oleh 
konstitusi-the limited state merupakan suatu bentuk manifestasi dari 
gagasan demokrasi konstitusional.2 
Gagasan konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah 
upaya untuk membatasi kekuasaan agar pelaku kekuasaan tidak 
                                                          
1 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.86 




berperilaku sewenang-wenang dan korup. Hal ini seperti yang dikatakan 
Lord Acton, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung 
untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, oleh karenanya manusia yang 
mempunyai kekuasaan tak terbatas, pasti akan menyalahgunakan 
kekuasaan secara tak terbatas pula.3 
Gagasan yang secara historis berangkat dari pandangan 
Montesquieu ini berangkat dari logika mendasar antara lain: pertama, 
kekuasaan yang terlalu besar dan dikonsentrasi pada satu tangan sangat 
potensial untuk disalahgunakan karena tidak ada kekuasaan lain yang  
dapat menjadi penyeimbang dan kontrol, kedua, suatu kekuasaan hanya 
mungkin dikontrol oleh fungsi kekuasaan lainnya yang dipisah dan 
memiliki kedudukan yang setara seperti ungkapan Montesquieu “….power 
should be a check to power”, ketiga, kebebasan hanya akan dapat 
tercapai jika adanya pembatasan dan pemisahan kekuasaan.4 
Lain halnya dengan Carl Schmitt yang memandang pemisahan 
kekuasaan tidak hanya untuk mencegah syahwat manusia yang berkuasa 
tetapi juga merupakan “..fundamental principle of legislative state, in which 
not man and person rule, but rather were norm are valid”5. Suatu tipe 
pemerintahan yang berlandaskan asas-asas yang bersifat umum dan valid 
sebagai norma. Sehingga dalam pemerintaha demokrasi konstitusional 
terjadi perkembangan dari kekuasaan menjadi wewenang. 
                                                          
3 Lord Acton, Letter to Bishop Mandell, Creighton, 1887, seperti dikutip Miriam Budiardjo, 
Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 107 
4 Montesquieu,The Spirit Of Laws, University of California Press, 1977, hlm. 151. 
5 Carl Schmitt,Legality and Legitimacy, Duke University Press, London, 2004, hlm. 4 
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Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum akan melahirkan 
adanya suatu jaminan terhadap perlindungan hak-hak dasar masyarakat 
sehingga kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan 
negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat berjalan 
dengan selaras.6 Hal ini sebagai upaya perlindungan terhadap perbuatan 
pemerintahan yang dianggap menyalahgunakan wewenang 
(detournement de pouvoir), atau berbuat sewenang-wenang (willekeur 
onredelijkheid), serta perbuatan melanggar hukum oleh penguasa 
(onrechtmatige overheidsdaad).7 
Penyelengaraan kekuasaan negara konstitusional dalam konteks 
pemerintahan demokratis selain diwujudkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan yang dihasilkan, juga diwujudkan dalam struktur dan 
mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin 
tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 
Pasca pergeseran dari era orde baru memasuki fase reformasi 
yang ditandai dengan amandemen UUD NRI 1945 dan secara sosiologis-
kultural telah mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya berada 
dalam rezim otoritarian menjadi rezim demokratis dengan penguatan 
sistem pemerintahan presidensial yang juga oleh beberapa pakar 
ketatanegaraan disimpulkan sebagai bagian dari gelombang demokrasi 
ketiga. 
                                                          




Kelahiran organ-organ baru negara, dengan masing-masing tugas 
dan kewenangan yang dimiliki tidak terlepas dari transisi rezim tersebut. 
Dalam studi yang dilakukan oleh Heinz Klug pada tahun 2003, terhadap 
proses transisi demokrasi beberapa bekas negara komunis, dan negara 
yang mengalami transisi dari otoritarian ke demokrasi, mengungkapkan 
bahwa pembentukan lembaga-lembaga baru negara menjadi salah satu 
kecenderungan utama.8 
Hal ini menandakan bahwa transformasi rezim juga telah menjawab 
adanya perkembangan kebutuhan ketatanegaraan yang semakin 
kompleks tidak lagi dapat dijawab oleh pembagian kekuasaan negara 
yang secara konvensional hanya meletakkan dalam tiga cabang 
kekuasaan. Sehingga melahirkan organ negara yang dikenal dengan 
“komisi negara” atau “lembaga negara independen”. Muara perdebatan ini 
hadirnya komisi seperti ini juga didorong oleh fakta munculnya krisis 
kepercayaan terhadap pelaksanakan tugas dan fungsi pada lembaga 
negara konvensional.9 
Selain itu, melalui amandemen UUD NRI 1945 telah memberikan 
implikasi terhadap dua hal, pertama, dalam rangka mewujudkan 
pembangunan di daerah yang lebih efektif dan efisien serta demokratis 
maka dianutlah sistem otonomi daerah. Kedua, pergeseran lembaga 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya mendapat tempat 
                                                          
8 Heinz Klug, Postcolonial Collages:Distributions of Power and Constitutional Models: 
WithSpecial Reference to South Africa, dalam Journal International Sociology, edisi Maret 
2003, Vol. 18 (1), hlm. 115. 
9 Saldi Isra, Menata (Komisi) Negara dalam Zainal Arifin Mochtar, Kata Pengantar Lembaga 
Negara Independen,Jakarta:RajaGrafindo, 2016. 
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sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang 
setara dengan cabang kekuasaan lain memberikan dampak presiden tidak 
lagi melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada MPR 
berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan, 
akan tetapi prinsip pembangunan nasional telah dicover dalam desain 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional haruslah 
senantiasa bersinergi dan selaras dengan perangkat turunannya yakni, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana 
Pembangunan jangka Pendek Nasional, serta dalam Tingkat Daerah 
melalu RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 
Pelaksanaan haluan negara dalam konteks otonomi daerah telah 
diatur salah-satunya dalam  perangkat RPJM Daerah. Materi muatan dari 
RPJM Daerah merupakan visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh 
Kepala Daerah di saat masa kampanye. Olehnya, telah menjadi tanggung 
jawab kepala daerah terpilih untuk melaksanakan program yang telah 
ditawarkan ke masyarakat di saat masa kampanye. 
Kedudukan kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom di 
Indonesia, telah menempatkan RPJM Daerah diatur dalam Perda Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Makassar Tahun 2014-2019. Dalam peraturan daerah tersebut, 
kepala daerah kota Makassar memiliki sejumlah program yang diberikan 
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nomenklatur sebagai program strategis sebagai suatu program unggulan 
untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota Dunia. 
Dalam sistem otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mendapat pembagian 
secara eksplisit dan limitatif antara urusan pemerintah pusat dan urusan 
pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun konkuren serta urusan 
pemerintahan pilihan. 
Selanjutnya, urusan-urusan yang dimiliki oleh daerah akan 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan adanya 
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Adanya perangkat daerah sebagai unsur yang membantu dan 
mendukung kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam 
aturan tersebut telah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam unsur 
perangkat daerah kabupaten/kota adalah sekretariat daerah, sekretariat 
DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 
Bahkan, pedoman tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Perda 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Makassar. 
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Selain itu, dalam sistem hukum Nasional Indonesia, untuk 
menjamin tegaknya negara hukum di level pemerintahan daerah, maka 
pada pemerintahan daerah diberikan hak untuk membentuk produk 
hukum atau peraturan di daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah 
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk 
menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyelenggara 
pemerintahan.10 
Peraturan daerah merupakan hak atribusi yang diberikan langsung 
oleh UUD NRI 1945 kepada penyelenggara pemerintahan daerah sebagai 
pengakuan dan konsekuensi atas asas otonomi. Fungsi peraturan daerah 
lebih pada pengaturan hal-hal dalam menjalankan fungsi otonomi dan 
tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah.  
Kedudukan peraturan daerah yang digolongkan sebagai legislative 
act merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional 
Indonesia. Sehingga materi muatan yang terdapat dalam peraturan 
daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 
yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan 
umum/kesusilaan.11 
Berdasarkan permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang termasuk  dalam bagian 
produk hukum daerah antara lain, peraturan daerah, peraturan kepala 
daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD. 
                                                          




Sehingga kedudukan kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom 
memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah. 
Perwali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) 
yang ditetapkan oleh Walikota Makassar merupakan bagian dari 
pelaksanaan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah 
yakni, berhak untuk menetapkan peraturan kepala daerah. 
Perwali tersebut ditetapkan oleh Walikota Makassar, dalam rangka 
melaksanakan percepatan program pembangunan yang bersifat strategis 
yang termaktub dalam muatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019. Konstruksi 
percepatan tersebut dengan membentuk komisi sebagai tim penunjang 
dengan tujuan mendorong, menyusun dan merumuskan serta merespon 
aspirasi masyarakat dalam rangka pengendalian dan percepatam program 
yang bersifat strategis. 
Adapun program yang bersifat strategis yang dimaksud antara lain, 
Program Makassarta’ Tidak Rantasa (MTR), Program Makassarta’ 
Sombere, Program Makassar Smart City, Program Penanganan 
Kemacetan dan Publik Transport, Program Penanganan Banjir dan 
Genangan, Program Penanganan Pengangguran, Kemiskinan, dan Anak 
Jalanan, Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Program Restorasi Tata 
Ruang, Reklamasi, Mitigasi Pulau-pulau Kecil, dan Pesisir, Program 
Makassar Home Care dan Rescue Centre (caraster). 
9 
 
Selanjutnya, Program  Penegakan Produk Hukum Daerah, Program 
Revitalisasi Pasar dan Terminal, Program Peningkatan Pendapatan dan 
Pengembangan Usaha Daerah, Program Penanganan Ruang Terbuka 
Hijau, Program Penataan Tata Lorong, Program Peningkatan Investasi 
dan Kerjasama Luar Negeri, Program Penataan Pedestrian, Publik 
Signage, dan Kaki Lima, Program Penanganan Festival, Event, MICE 
(Meeting, Insentif, Conference and Exhibiton), Program Peningkatan 
Kualitas Pendidikan, dan Program Penanganan Gender, Disabilitas, dan 
Anak Terlantar. 
Kapasitas walikota selain menjadi kepala daerah dalam sistem 
otonomi daerah, kepala daerah juga berkedudukan sebagai Pejabat 
Pembina Kepegawaian berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kapasitas Walikota sebagai 
PPK tingkat daerah berasal dari delegasi kewenangan dari Presiden 
selaku kepala pemerintahan. 
Kedudukan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 
memiliki kewenangan untuk melaksanakan manajemen ASN dalam 
lingkup daerah, di antaranya, pengangkatan, mutasi (perpindahan), dan 
pemberhentian ASN. Namun, kewenangan dalam aspek admininstrasi 
pemerintahan senantiasa memiliki pembatasan baik dalam lingkup materi, 
lokasi, maupun waktu. 
Korelasi antara pembentukan lembaga KP3S dengan kedudukan 
walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat daerah ialah 
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adanya tindakan yang dilakukan oleh Walikota terhadap sejumlah 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintahan daerah kota 
Makassar dengan jenjang karir eselon II B dan eselon III A menjadi 
anggota KP3S yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak 
termasuk ke dalam bagian perangkat daerah, sehingga kedudukan komisi 
ini menjadi lembaga non-struktural. 
Lebih lanjut, peraturan walikota terkait pembentukan KP3S juga 
dilengkapi dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota 
Makassar pada tanggal 12 Februari 2015 menyangkut Pemberhentian dan 
Pengangkatan Pegawa Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi 
Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar.  
Sehingga pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program 
Strategis (KP3S) melalui instrumen hukum Peraturan Walikota Makassar 
menjadi menarik untuk dianalisis apakah hal ini memiliki nilai validitas 
hukum berdasarkan kewenangan Peraturan Daerah dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji, 
bilamana pembentukan komisi tersebut tidak memiliki nilai legitimasi dan 
legalitas dari kewenagan penyelenggaraan otonomi daerah maka hal ini 
menjadi batal demi hukum, sehingga pengelolaan anggaran terhadap 
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komisi tersebut cenderung ke arah tindak pidana korupsi karena tidak 
memiliki kedudukan hukum yang valid. 
Di sisi lain, kalau kemudian kita mengkaji kedudukan perangkat 
daerah dalam sistem otonomi daerah merupakan unsur pembantu kepala 
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi 
kewenangan Pemerintahan Daerah12, sehingga fungsi dan kewenangan 
dalam rangka penyelenggaraan program pemerintahan daerah setempat 
telah menjadi domain dari unsur perangkat daerah. Sehingga implikasi 
sosio-yuridis dari pembentukan KP3S berpotensi terjadinya tumpang tindih 
kewenagan antara komisi tersebut dan perangkat daerah setempat. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di 
atas, maka pada kesempatan ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat 
suatu masalah terkait kedudukan hukum pembentukan lembaga KP3S di 
kota Makassar dan hubungan atau relevansi kewenangan antara KP3S 
dengan lembaga perangkat daerah lainnya berdasarkan PP No 41 Tahun 
2007 menyangkut Organisasi Perangkat Daerah, dengan Judul : 
“Tinjauan Yuridis terhadap Pembentukan Komisi 
Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) di Kota 
Makassar” 
 
                                                          




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Perwali kota Makassar nomor 10 tahun 2015 tentang 
Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis 
(KP3S) mencakup dalam unsur kewenangan otonomi daerah 
berdadasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara? 
2. Apakah tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dimiliki oleh 
Komisi Pengendalian Percepatan Program  Strategis (KP3S) 
dengan perangkat daerah lainnya di kota Makassar berdasarkan 
PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis 
menjabarkan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui hubungan kewenangan Perwali kota Makassar 
nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Pengendalian 
Percepatan Program Strategis (KP3S) dengan sistem otonomi 
daerah. 
2. Untuk mengetahui apakah tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 
yang dimiliki oleh Komisi Pengendalian Percepatan Program 
Strategis (KP3S) dengan perangkat daerah lainnya di kota 
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Makassar berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah: 
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum Tata Negara, dan dapat dijadikan 
sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat dalam 
mengamati perkembangan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.  
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat 
pemerintahan daerah setempat tentang pemahaman konsep 
penyelenggaraan pemerintahan yang harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik demi mendukung terwujudnya konsep 










TINJAUAN PUSTAKA  
A. Definisi 
1.  Komisi  
Dalam konteks definisi pengertian lembaga atau organ negara, 
maka kita dapat menganalisis menggunakan pemikiran dari Hans Kelsen 
terkait pembahasannya mengenai the concept of the State-Organ dalam 
bukunya yang berjudul General Theory of Law and State. Hans Kelsen 
mengungkapkan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang 
ditentukan oleh suatu tata-hukum maka hal itu dapat dikatakan suatu 
organ.13 
Adapun Komisi secara harfiah dapat diartikan sebagai “lembaga 
bantu” atau dalam tatanan state hal ini dapat dikatakan sebagai “lembaga 
kuasi-negara”. Dalam Black’s Law Dictionary14 tidak ditemukan definisi 
terkait masalah komisi akan tetapi kalau dijabarkan melalui istilah Auxiliary 
Instituions maka dapat dijabarkan melalui penggalannya. Institution 
merujuk kepada makna pendirian organisasi terkhusus menyangkut 
organisasi publik, sedangkan Auxiliary merujuk kepada makna 
“mendukung” atau “subordinat”. Ada pula yang menyebutkan lembaga 
auxiliary ini menyangkut “perantara administrasi”. 
                                                          
13 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York:Russel & Russel, 1961), 
hlm. 192. 
14 Bryan Garner, Black Law’s Dictionary,West Publishing, 1999. 
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Sebagaimana yang dikutip dari Jurnal Konstitusi PSKN-FH 
Universitas Padjadjaran15 bahwa Indonesia tercata telah memiliki puluhan 
lembaga pendukung (komisi). Menjamurnya lembaga negara pendukung 
ini mejadi tanda-tanya besar menyangkut fungsi dari lembaga tersebut 
dan hubungan dengan lembaga yang dibantunya. Mendirikan suatu 
lembaga ditujukan untuk menjawab permasalahan yang ada, namun fakta 
menunjukkan bahwa telah terjadi friksi-friksi antar lembaga. 
(Gambar 1. Pendapat Bagir Manan tentang Pembagian Lembaga 











(sumber: Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjadjaran Edisi I 
Volume I November 2009) 
                                                          
15 Miranda Ayu, Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan 
Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dalam Jurnal Konstitusi PSKN-
FH Universitas Padjadjaran, Volume I Edisi I, MKRI, Jakarta, 2009 
 
LEMBAGA NEGARA 









Berdasarkan catatan Harian Kompas yang dipublikasikan pada 18 
Juli 2011, menyebutkan sampai dengan tahun 2011 terdapat 88 lembaga 
non-struktural di Indonesia yang di antaranya terdapat lembaga yang 
berlabel komisi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Gambar 2. Lembaga Negara berlabel Komisi (2011) 
Bidang Lembaga 
Hukum dan HAM 
1. Komisi Hukum Nasional 
2. Komisi Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan 
3. Komisi Kepolisian Nasional 
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
5. Komisi Kejaksaan 
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
8. Komisi Pemilihan Umum 
Ekonomi 
9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
10. Komisi Banding Merek 
11. Komisi Privatisasi Perusahaan Perseroan 
12. Komisi Banding Paten 
Kesehatan 




14. Komisi Nasional Lanjut Usia 
Perhubungan dan 
Penyiaran 
15. Komisi Penyiaran Indonesia 
16. Komisi Informasi Pusat 
Keagamaan 
17.  Komisi Pengawas Haji Indonesia 
(sumber: Harian Kompas terbitan tanggal 18 Juli 2011) 
2. Kewenangan 
  Kata “wewenang” berasal dari kata “authority” (Inggris) dan “gezag” 
(Belanda). Sedangkan, istilah kekuasaan berasal dari kata “power” 
(Inggris) dan “macht” (Belanda). Dari kedua hal tersebut jelas tersimpul 
perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua 
istialh tersebut harus dilakukan dengan lebih cermat. 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidaklah 
sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan 
hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan, wewenang dalam 
hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban. Sedangkan dalam 
kaitan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola 
sendiri (zelfbestuuren), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan 
demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan 
untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. 
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Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang 
diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan 
terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal 
dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah16  
sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai 
sesuatu terkait hal-hal yang tertentu semata. Jadi kewenangan dapat 
diartikan merupakan kumpulan dari berbagai macam wewenang-
wewenang. 
 Dalam uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pada intinya 
wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang 
diberikan oleh undang-undang yang berlaku dalam rangka mengadakan 
hubungan-hubungan hukum, sedangkan wewenang pemerintahan adalah 
kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap 
pemerintah untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum publik.  
3. Perangkat Daerah 
 Perangkat daerah ialah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga, perangkat daerah 
merupakan lembaga penunjang pemerintahan di tingkat daerah baik di 
tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi (auxiliary local 
government).17 
                                                          
16 SF.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH 
UII Press, Yoyakarta, 2011, hlm. 143.  
17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat  Daerah 
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 Perangkat daerah ini terdiri dari unsur staf yang membantu 
penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam secretariat, 
unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur 
perenacanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung 
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, 
serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas 
daerah. 
 Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, 
namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan 
harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 
 Dalam implementas penataan kelembagaan perangkat daerah 
harus berdasarkan atas prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi 
yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung 
secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang 
jelas. 
B.  Konsep Negara Hukum 
1.  Pandangan Umum Negara Hukum 
Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh 
para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the 
Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal 
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untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan 
harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang 
filosof. Namun dalam bukunya “the Statesman” dan “the Law”. Plato 
menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik 
kedua yang menempatkan supremasi hukum.  
Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan 
seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, 
tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang 
paling baik yang dapat dicapai melalui supremasi hukum. Hukum adalah 
wujud kebiasaan kolektif warga negara, sehingga peran warga negara 
diperlukan dalam pembentukannya.18 
Bagi Aristoteles, hukum adalah akal atau kecerdasan yang tidak 
dapat dipengaruhi oleh keinginan atau nafsu. Jika negara diselenggarakan 
berdasarkan hukum, penyelenggaraan negara tidak dapat dipengaruhi 
oleh keinginan atau nafsu. Jika penguasa tidak dipengaruhi oleh keinginan 
atau nafsunya, moralitas terpuji dan keadaban tinggi yang sanggup 
mencegah para penguasa dipengaruhi oleh godaan kesewenang-
wenangan akan serta-merta tumbuh. Gambaran yang seperti itulah 
dikehendaki oleh Aristoteles, hukum yang memegang kedaulatan tinggi 
alih-alih manusia karena kearifan seorang penguasa tidak mungkin dapat 
menggantikan hukum. 
                                                          
18 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, 
Jakarta, 2009, hlm. 395. 
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Fase selanjutnya konsep negara hukum modern di Eropa 
Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu 
“rechtstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 
Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep 
negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” yang 
dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait 
dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.  
2.  Konsep Negara Hukum Formil 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ni’matul Huda19 bahwa tipe 
negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara berstatus 
pasif. Artinya, negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. 
Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Di sini kaum 
liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu 
persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai 
penguasa. 
Lebih lanjut Azhary mengungkapkan bahwa20 penyelenggaraan 
perekonomian dalam negara hukum liberal berasaskan persaingan bebas, 
“laise faire, laise passer”, siapa yang kuat dia yang menang. Kepentingan 
masyarakat menjadi seakan tidak mendapat perhatian. Karena pada 
                                                          





dasarnya yang terpenting adalah masyarakat mampu mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga sektor perekonomian yang 
dilimpahkan kepada pihak swasta tidak mampu memberikan keuntungan 
masyarakatnya. Akan tetapi yang merasakan keuntungan hanyalah 
sekelompok kecil kaum borjuis saja. 
Menurut Stahl, konsep negara hukum  formal yang disebut dengan 
istilah “rechstaat” mencakup empat elemen penting, yaitu:21 
1. Perlindungan hak asasi manusia 
2. Pembagian kekuasaan 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang 
4. Peradilan tata usaha negara 
Adapun penjelasannya sebagai berikut: Pertama, perlindungan 
terhadap hak asasi manusia merupakan unsur yang diilhami dari doktrin 
John Locke yang mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak 
alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia sejak manusia 
dilahirkan. Hak-hak alamiah itu antara lain adalah hak untuk hidup, hak 
kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak alamiah itu bukan 
pemberian negara, melainkan melekat langsung pada diri setiap manusia. 
Kedua, yaitu terkait unsur pemisahan kekuasaan merupakan unsur 
yang diilhami oleh pemikiran Montesquieu. Sebagaimana diketahui, 
Montesquieu terkenal dengan doktrin trias politica  yang lazim dikenal 
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Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.32 
23 
 
dengan pemisahan kekuasaan. Doktrin Trias Politica Montesquieu 
dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan 
sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Dalam pandangan 
Montesquieu, kesewenang-wenangan penguasa lahir karena adanya 
kekuasaan yang bersifat mutlak berada di tangan penguasa. 
Ketiga, yaitu Pemerintahan harus berdasarkan undang-undang. Hal 
ini terkait dengan asas legalitas yang diilhami oleh pemikiran untuk 
membatasi kekuasaan penguasa dengan bersaranakan hukum. 
Pembatasan ini dianggap penting untuk mengimbangi kewenangan yang 
diberikan kepada pemerintah untuk ikut serta turut campur tangan dalam 
kehidupan pribadi, meskipun secara terbatas. 
Pembatasan kewenangan penguasa berdasarkan undang-undang 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan penguasa yang 
melanggar hak-hak individu. Meskipun penguasa diberikan wewenang 
untuk campur tangan dalm ranah kehidupan pribadi akan tetapi hal 
tersebut telah diatur dalam ranah undang-undang. Dengan kata lain, 
undang-undang merupakan landasan keabsahan campur tangan 
penguasa dalam ranah kehidupan pribadi. 
Keempat, yaitu terkait adanya unsur peradilan administrasi negara 
merupakan unsur yang diilhami oleh doktrin bahwa negara dalam hal ini 
pemerintah adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, negara adalah 
pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pribadi 
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manusia. Sebagai subjek hukum, negara dan manusia dapat melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum 
berdasarkan hak dan kewajibannya. Setiap perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian terhadap subjek 
hukum lain harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum 
(pengadilan).22 
3.  Konsep Negara Hukum Materiil 
Negara hukum dalam perkembangannya di era modern mengalami 
perubahan paradigma dikarenakan lahirnya suatu asumsi yang 
mengatakan sistem pemerintahan negara hukum formal cenderung 
procedural-formalistik sehingga menjadi suatu sistem pemerintahan yang 
kaku yang kurang mampu untuk responsif mengantispasi perkembangan 
masyarakat. Pemikiran ini timbul disebabkan oleh pemerintahan yang 
terikat dengan undang-undang sehingga pemerintah tidak mampu untuk 
mengambil inisiatif dalam menghadapi perkembangan zaman karena jika 
pemerintah tidak memiliki legalitas dalam melakukan suatu tindakan, 
berarti pemerintah tidak berhak untuk menanggulangi suatu persoalan. 
Fase ini disebut dengan konsep negara hukum material. 
Negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan juga 
disebut dengan istilah negara hukum sosial (social welfare state).23 
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23 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia 
Indonesia, Jakarta,1983, hlm. 113. 
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Kelahiran negara hukum material didorong oleh perkembangan tugas-
tugas pemerintah yang semakin kompleks dan luas terutama dalam 
masalah sosial dan ekonomi. Negara hukum material bukan hanya 
berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu supaya 
dapat melaksanakan hak-hak politisnya tetapi juga meliputi aspek sosial,  
budaya, dan ekonomi. 
Pada hakikatnya, ada dua karakter (ciri) negara hukum material 
yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa negara hukum materiil: (1) bersifat 
lebih luwes (fleksibel) dan (2) bersifat lebih populis daripada ide negara 
hukum formal. Negara hukum material disebut lebih fleksibel karena tidak 
terikat secara kaku kepada undang-undang berdasarkan asas legalitas.24 
Namun, tidak berarti bahwa pemerintah dapat melanggar atau 
mengabaikan undang-undang tanpa dasar atau alasan yang kuat. Akan 
tetapi, hal yang dimaksud adalah bahwa selain asas legalitas, ide negara 
hukum materiil dilengkapi dengan asas lain, yaitu asas kebebasan 
bertindak atas inisiatif sendiri dengan memenuhi unsur-unsur dalam Asas-
asas Umum Pemerintahan yang Baik. 
Dalam negara hukum material, fungsi, tugas, dan wewenang 
pemerintah jauh lebih luas daripada pemerintah dalam negara hukum 
formal. Batas-batas kewenangan pemerintah memang sebagian masih 
diatur berdasarkan undang-undang. Namun dalam negara hukum 
material, pemerintah tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga 
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ikut membentuk undang-undang dalam arti material. Bahkan, dalam 
Negara hukum material, pemerintah dapat bertindak di luar ketentuan 
undang-undang jika hal itu dianggap perlu untuk mencegah kemungkinan 
potensi kerugian yang lebih besar. Karena hal ini merupakan konsekuensi 
atas tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan bersama.25 
4. Hubungan Hukum dan Politik 
Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan 
bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, yang 
merupakan bentukan dua kata dari recht dan politiek. Adapun dalam 
kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas, kata “Politiek”26 
mengandung arti “beleid” yang dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. 
Dari hal ini maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa politik hukum 
merupakan kebijakan hukum yang bermakna serangkaian konsep dan 
asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. 
Sedangkan secara terminologi, politik hukum telah dijabarkan 
secara cermat oleh tiga tokoh besar, yaitu: 
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26 Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 22. 
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a. Padmo Wahjono 
Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum27 sebagai kebijakan 
dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan 
dibentuk. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono 
politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat 
mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang 
akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk 
menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo 
Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang. 
b. Soedarto 
Adapun menurut Soedarto, 28politik hukum adalah kebijakan dari 
negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan 
peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan 
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan 
untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 
c.   Satjipto Rahardjo 
Setelah mengutip pengertian politik Parsons, Satjipto Rahardjo 
mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang 
hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu 
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Jakarta, 1986, hlm. 160. 
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dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo29, terdapat beberapa 
pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) 
tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada, (2) cara-
cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai 
mencapai tujuan tersebut, (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan 
melalui cara-cara bagaimana perubahan itu perlu dilakukan, dan (4) 
dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa 
membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara 
untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. 
Pada dasarnya, hukum  tidak steril dari subsistem kemasyarakatan 
lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan 
pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan susbsistem mana 
antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih supermatif. Dan 
pertanyaan-pertanyaan yang lain yang lebih spesifik pun dapat 
mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, 
mengapa politik, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis 
sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum 
seperti apa semua bergantung bagaimana hubungan hukum dan politik di 
lingkungan tersebut.30 
Studi atas politik hukum menunjukkan, apakah hukum merupakan 
suatu bagian dari politik, ataukah hukum terpisah dari politik. Politik 
                                                          
29 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 352. 
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sebagai suatu instrument, di dalamnya mencakup kekuasaan, ideology, 
kepentingan, dan paradigm kolektif. Politik adalah “strategi” dan “taktik” 
untuk membangun kehidupan bersama dengan tata tertib dan di bawah 
pemegang kendali kekuasaan atas dasar “kehendak personal” atau 
“kehendak bersama”. Sebab itu, politik adalah pisau yang bermata dua, 
bisa mendorong kesejahteraan dan terjaminnya hak-hak konstitusional 
rakyat, tetapi juga bisa berbahaya bagi hak-hak konstitusional rakyat. 
Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara hukum 
dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar 
dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif 
maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. 
Prinsip yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan 
saling menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah 
angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, menjadi 
semacam utopis belaka. Hal itu terjadi karena di dalam praktiknya hukum 
kerapkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik 
sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama 
dengan kekuasaan.  
Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk 
politik, maka politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini 
meletakkan politik sebagai variable bebas dan hukum sebagai variable 
terpengaruh. Dengan pernyataan hipotesis yang lebih spesifik dapat 
dikemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan 
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karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang 
konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter 
responsif/populistik, sedangkan di Negara yang konfigurasi politiknya 
otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.31 
C. Konsep dan Teori Kewenangan 
Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu 
berupa kewenangan. Kewenangan lebih merujuk kepada kekuasaan yang 
memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak 
selamanya memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan 
sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, kewenangan 
merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan 
politik. Dalam hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma 
masyarakat, termasuk peraturn perundang-undangan.32 
 Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata 
negara dan hukum administrasi. Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat 
dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori 
kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, 
kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. 
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Selanjutnya, dalam konsepsi Negara hukum, wewenang  
pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR33 
bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri 
wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-
undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang 
pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para 
pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama 
dikemukakan oleh P. de Haan dengan mengatakan, bahwa wewenang 
pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh 
hukum.34 
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan itu diperoleh melalui tiga cara, yaitu:35 
1. Atribusi 
Menurut istilah hukum, atribusi mengandung arti pembagian 
kekuasaan. Selanjutnya merujuk kepada konsep negara kesatuan yang 
menjadi aspek penting dalam pengelolaan bentuk negara. Bentuk negara 
kesatuan memposisikan bahwa kekuasaan tersebut berasal dari 
pemerintah pusat, dengan desentralisasi kekuasaan tersebut kemudian 
diberikan kepada pemerintah daerah sehingga terjadilah daerah yang 
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memiliki otonomi atau kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan. 
Adapun pengertian atribusi, Indroharto mengemukakan bahwa 
yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah 
yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang 
dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator. 
Sedangkan menurut Agussalim Andi Gadjong36, atribusi atau 
pembagian kekuasaan hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-
undang orisinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang 
dalam arti formal, serta organisasi-organisasi pemerintahan yang 
berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan 
pemerintahan) dilakukan secara bersama-sama.  
2. Delegasi 
Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah 
penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih 
rendah. Selanjutnya HD. Van Wijk berpendapat bahwa pengertian dari 
delegasi adalah Penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau 
pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. 
                                                          




Adapun menurut Agussalim Andi Gadjong37 bahwa kata delegasi 
mengandung arti penyerahan wewenan dari pejabat yang lebih tinggi 
kepada pejabat yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap 
tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. 
Selanjutnya, Heinrich Triepel dalam Agussalim membedakan delegasi ke 
dalam dua bentuk yaitu, pertama primare delegation yang diartikan 
dengan jumlah (keluasan) kewenangan yang dapat berkurang dan dapat 
bertambah, kedua sekundare delegation yaitu kewenangan yang bisa 
zelfstanding atau alfhaekelijk. 
3. Mandat 
Kata mandat (mandaat) mengandung makna perintah (opdracht) 
yang di dalam dunia hukum, baik pemberian kuasa (last geving) maupun 
kuasa penuh (volmacht). Mandat mengenai kewenangan penguasaan 
diartikan dengan pemberian kuasa oleh alat perlengkapan pemerintah 
yang memberi wewenang ini kepada yang lain, dan pihak yang 
bertanggung jawab adalah pihak yang pertama memberi perintah 
tersebut. 
Menurut Bothlingk dalam Agussalim Andi Gadjong,38 dalam hukum 
tata negara, mandat dapat diartikan sebagai perintah yang diberikan oleh 
seorang pejabat atas nama jabatannya atau golongan jabatannya kepada 
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pihak ketiga untuk melaksanakan (sebagian) tugas pejabat itu atas nama 
jabatan atau golongan jabatan. 
Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa 
dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang 
memperoleh wewenang tidak sanggup melakukannya sendiri. Berbeda 
dengan delegasi, mengenai mandate, pemberi mandate tetap berwenang 
untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan dan 
memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. 
Pemberi mandate tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan 
oleh mandataris. 
Atribusi, delegasi, dan mandat merupakan sumber wewenang yang 
sangat penting bagi suatu sistem negara hukum-demokratis, sebab sesuai 
dengan salah satu asas negara hukum-demokratis, bahwa setiap tindakan 
pemerintah harus selalu beralasaskan hukum. Asas inilah yang lazim 
disebut dengan asas legalitas. Konsekuensi dari asas tersebut berarti 
setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada 
undang-undang formal, sebagai maniestasi adanya pengakuan dan 
penghargaan terhadap kedaulatan rakyat.39 
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena 
berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan 
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wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara 
hukum, tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. Setiap 
pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di 
dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.40 
Lebih lanjut, terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat 
fakultatif, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam 
keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan. Jadi 
wewenang tersebut tidak bersifat wajib untuk dipergunakan, karena masih 
ada pilihan (alternatif) dan pilihan tersebut hanya dapat digunakan setelah 
keadaan atau hal-hal yang ditentukan dalam peraturan dasarnya telah 
terpenuhi. 
Selain itu, terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat 
(gebonden bestuur) yaitu apabila diambil secara terperinci, sehingga 
pejabat tata usaha negara tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali 
melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan peraturan 
dasarnya. Sehingga, apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan 
dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan 
atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari 
keputusan yang harus diambil secara terperinci.41 Dalam isinya yang 
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bersifat umum-abstrak misalnya dalam membuat suatu peraturan dapat 
pula bersifat konkret dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana.42 
Sedangkan wewenang yang bersifat bebas (discretionary), dimana 
dalam peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar atau 
bebas kepada badan/pejabat tata usaha negara, untuk menolak atau 
mengabulkan , dengan meletakkannya pada syarat-syarat tertentu yang 
seharusnya dipenuhi.43 
Adapun Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik 
mengatakan44 bahwa sumber kewenangan untuk memerintah telah 
dijabarkan secara komperehensif, yaitu: Pertama, hak memerintah berasal 
dari tradisi yang artinya kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara 
terus-menerus dalam masyarakat. Kedua, hak memerintah berasal dari 
Tuhan, Dewa, atau Wahyu sehingga atas dasar itulah hak tersebut 
dianggap sakral. Ketiga,hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang 
pemimpin, baik dalam hal penampilannya yang agung dan diri pribadinya 
yang popular maupun karena adanya karisma dari sosok pemimpin 
tersebut. Keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan 
perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat dan prosedur untuk 
menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Dan Kelima, hak memerintah 
                                                          
42 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
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43 Ibid., hlm. 74 
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yang berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian 
maupun kekayaan. 
D.  Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah 
1. Otonomi Daerah 
Pengertian otonomi secara etimologis berasal dari kata autonomus 
atau autonomia (Yunani) yang berarti “Keputusan sendiri” (Self ruling). 
Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian antara lain, kondisi atau 
cirri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain atau bentuk pemerintahan sendiri 
(Self Government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib 
sendiri (The right of self government).45 
 Otonomi daerah adalah kewenangan atau kekuasaan yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berarti pula bahwa otonomi 
daerah berasal dari pembagian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah.46  
 Sedangkan otonomi daerah merupakan47 hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
                                                          
45 Azikin Solthan,Dinamika Otonomi Daerah,LP3M, Bantaeng, 2007, hlm.45. 
46 Nukhtoh Arfawie, Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 135. 
47 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Menurut Bagir Manan, otonomi daerah adalah48 kebebasan dan 
kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan 
mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian 
ini merupakan hakikat dari isi otonomi. Lebih lanjut kebebasan dan 
kemandirian ini diharapkan menjadi kebebsan dan kemandirian dalam 
ikatan persatuan yang lebih besar. Otonomi adalah fenomena negara 
kesatuan yang merupakan landas batas dari pengertian dan isi otonomi. 
Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai aturan 
(rules) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan 
antara tuntutan kekuasaan dan tuntutan otonomi. 
a. Konsep Dasar Otonomi Daerah 
Kata kunci dari otonomi daerah adalah “kewenangan”. Seberapa 
besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan 
kebijaksanaan, mengimplementasikan, dan memobilisasi dukungan 
sumber daya untuk kepentingan implementasi. Selain itu, komponen 
wewenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai 
komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari 
pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang dan wewenang 
tersebut merupakan wewenang formal dan komponen kemandirian 
sebagai komponen yang mengacu pada kata oleh, dari, dan untuk 
rakyat.49 Dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah 
ini, maka akan meningkatkan daya kreativitas dari masing-masing daerah 
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dalam mengembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tiap-tiap 
daerah dalam rangka pembangunan daerah sehingga berdampak 
langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih baik.  
 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 
Republik.50 Dengan istilah negara kesatuan ini, bahwa susunan 
negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya 
negara di dalam negara layaknya negara Federal. Di sisi lain, karena 
wilayah Negara Republik Indonesia yang luas, yang meliputi banyak 
kepulauan yang besar dan kecil, maka dianggap pelaksanaan 
pemerintahan negara yang hanya berkedudukan di Ibukota saja maka 
akan sulit dalam menjalankan urusan pemerintahan. Maka timbul suatu 
pemikiran, bahwa untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat daerah maka perlunya dibentuk pemerintahan 
daerah sebagai efektivitas dan efisiensi dalam tata pemerintahan 
nasional. 
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menurut UUD NRI 1945 adalah dengan memberikan keleluasaan kepada 
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dilandasi 
kewenangan yang nyata, luas, dan bertanggung jawab yang diwujudkan 
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain 
itu, prinsip otonomi daerah juga dilaksanakan dengan demokratis, dengan 
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peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan 
memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Kesimpulannya, konsep 
otonomi daerah hadir dalam rangka efektivitas dan efisiensi tata kelola 
pemerintahan dan pembangunan nasional. 
 Terdapat beberapa esensi pokok dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah sebagaimana yang digambarkan oleh Nukhtoh,yakni:51  
1) Pemencaran kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dari 
pemerintah pusat kepada daerah-daerah; 
2) Pendemokrasian, atau melaksanakan demokratisasi; 
3) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas di daerah dalam 
membangun daerah setempat; 
4) Pemerataan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam; 
5) Memberi kesempatan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan; 
6) Memperhatikan dan menghargai potensi daerah dan 
keanekaragaman daerah; 
7) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
2. Desentralisasi 
 Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, 
yaitu “de”, artinya “lepas”, dan “centrum” artinya “pusat”. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan tindakan melepaskan dari 
                                                          
51 Ibid., hlm. 147. 
41 
 
pusat. Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda 
redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. 
Menurut Joeniarto52, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari 
pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urursan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Sedangkan Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah 
pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam 
masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri. 
 Sebagai suatu konsep, desentralisasi akan terus tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan tuntutan globalisasi dan kebutuhan negara 
demokrasi. Dan sebagai salah satu sendi negara yang demokratis, maka 
desentralisasitelah menjadi pilihan yang tepat dalam rangka berbagai 
persoalan yang timbul dan dihadapi negara dan bangsa, kini, dan di masa 
yang akan datang. 
a. Konsep Dasar Desentralisasi 
Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari 
pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah 
tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah 
itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab 
                                                          




mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, 
perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi 
pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah 
sendiri.53 
Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi 
menunjukkan: (1) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam 
memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, (2) Satuan-
satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih 
efisien, (3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, dan (4) Satuan-
satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih 
tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 
Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan 
catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam 
bergerak ke arah desentralisasi yang lebih luas atau ke arah 
pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data-data memang tidak 
memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, 
namun kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program-
program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti. Kondisi-kondisi 
tersebut adalah: (1) sejumlah para pejabat pusat dan birokrasi pusat 
mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang diserahi 
tanggung jawab, (2) sejauhmana perilaku, sikap, dan budaya yang 
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dominan mendukung atau kondusif terhadap desentralisasi pembuatan 
keputusan, (3) sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-
program dirancang dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan 
desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen, dan (4) sejauh 
mana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi 
organisasi-organisasi yang diserahi tanggung jawab.54 
b. Konsep Desentralisasi Negara Kesatuan dan Negara Federal 
 Suatu bangsa yang berjumlah 200 – 250 juta warga negara 
mustahil diatur efektif dengan damai melalui suatu sistem sentralistik, 
terkecuali bila pemerintahan dijalankan secara dictator oleh pemimpin 
yang bertangan besi dengan darah dan air mata warga negaranya yang 
menjadi tumbalnya. Demikian Y.B. Mangunwijaya dalam memberikan 
penilaian terhadap sistem pemerintahan Negara Indonesia, dimana 
haruslah bersifat desentralistik bahkan bila dikehendaki adalah 
federalistik. 
 Menurut Bagir Manan, bahwa desentralisasi pada negara kesatuan 
berwujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintahan lebih rendah 
(territorial atau fungsional) yang berhak mengatur dan mengurus sendiri 
sebagian urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.  
                                                          




Sebagaimana digambarkan oleh Ni’matul55 bahwa di dalam negara 
kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. 
Agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang maka aktivitas 
pemerintah pusat diawasi dan diberikan batasan melalui undang-undang. 
Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan meletakkan 
pemegang otoritas pemerintahan adalah Pusat atau dengan kata lain 
kekuasaan bertumpu pada pusat pemerintahan. Sehingga, kewenangan 
yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah biasanya sangat terbatas. 
Selanjutnya desentralisasi dalam negara federal sebagaimana 
diungkapkan dalam Ni’matul56 berbeda secara diametric dengan 
desentralisasi dalam bentuk negara kesatuan. Dalam negara federal, 
negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa 
untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan 
negara telah terdesentralisir secara absolut ke negara-negara bagian. 
Karakter yang melekat pada bentuk negara federal adalah desentralistis 
dan lebih demokratis. 
Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa 
negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang 
independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan pada masing-masing 
negara kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Kekuasaan 
negara bagian sangat menonjol khususnya dalam urusan-urusan 
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domestik, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan 
keamanan masyarakat. Dan biasanya pemerintah federal hanya diberi 
kekuasaan penuh di bidang moneter, pertahanan, peradilan, dan 
hubungan luar negeri57. 
 Adapun gambaran konsep desentralisasi negara kesatuan 
Indonesia telah dijabarkan dalam regulasi terkait pemerintahan daerah. 
Menurut Undang-Undang  No. 32 tahun 2004, desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut UU No. 
23 tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas 
Otonomi. Maka yang dimaksud oleh kedua undang-undang di atas adalah 
desentralisasi territorial. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 yang 
berbunyi:58 
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, 
yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. 
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 
3. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum. 
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4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara 
demokratis. 
5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintah pusat. 
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam Undang-undang. 
Jadi, desentralisasi sebagai suatu upaya kekuasaan secara vertikal 
merupakan sendi yang tepat untuk menampung, menyalurkan, dan 
melayani dengan baik sifat-sifat khusus yang berbeda-beda. 
Desentralisasi dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menjaga 
keutuhan negara kesatuan, karena desentralisasi memberikan tanggung 
jawab kepada daerah-daerah untuk bersama-sama memikul kewajiban 
kesejahteraan umum dan memelihara keutuhan negara kesatuan melalui 
keikutsertaan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.59 
3. Konsep Pengawasan dalam Pemerintahan Daerah 
Muchsan berpendapat:60 
”Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan 
tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas 
pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan tolak ukur  yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terkait 
dengan bestuurplan.” 
Pengawasan terhadap pemerintah, menurut Paulus Effendi61 
adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik 
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sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk 
memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha 
represif. 
Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha 
untuk menjamin: 
a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat; 
b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 
Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, 
yaitu:62 
a. Pengawasan umum; 
b. Pengawasan preventif; dan 
c. Pengawasan represif. 
Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan 
wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah. Pengawasan umum meliputi:63  
a. Bidang pemerintahan; 
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b. Bidang kepegawaian; 
c. Bidang keuangan dan peralatan; 
d. Bidang pembangunan; 
e. Bidang perumahan daerah; dan 
f. Bidang yayasan, dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 
Wewenang pejabat dalam melaksanakan tugas pengawasan umum 
meliputi hal-hal berikut:64  
a. Meminta, menerima, dan mengusahakan bahan-bahan atau 
keterangan yang diperlukan dari pejabat-pejabat daerah; 
b. Melakukan atau menyuruh pejabat lain melakukan penyelidikan 
dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan; 
c. Menerima dan mempelajari pengaduan; 
d. Memanggil pejabat-pejabat di daerah untuk dimintai keterangan 
yang diperlukan; dan 
e. Menyarankan langkah-langkah baik preventif maupun represif, 
terhadap segala bentuk pelanggaran kepada pejabat yang 
berwenang. 
Pengawasan preventif mengharuskan setiap peraturan daerah dan 
keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah mengenai pokok tertentu 
berlaku sesudah mendapat pengesahan dari:65 




a. Menteri Dalam Negeri, bagi peraturan daerah dan keputusan 
kepala daerah tingkat I; dan 
b. Gubernur bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 
tingkat II. 
Sedangkan menyangkut pengawasan represif, hal tersebut terkait 
penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang bertentangan 
dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih tinggi. Pengawasan yang bersifat represif dapat 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap semua peraturan 
daerah dan keputusan kepala daerah. 
Ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, pengawasan merupakan 
sarana pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak 
bergerak terlau jauh sehingga dapat mengancam kerangkan negara 
kesatuan. Karena pada dasarnya, dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan haruslah selalu diusahakan ada keserasian atau harmoni 
antara tindakan pemerintah pusat dan tindakan pemerintah daerah, agar 
kerangka kesatuan senantiasa terpelihara. 
E.  Instrumen Hukum Pemerintahan 
Agar dapat menjalankan tugasnya maka administrasi negara 
melakukan bermacam-macam perbuatan yang dikenal dengn instrument 




pemerintahan66. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana 
yang digunakan oleh pemerintah  atau administrasi negara dalam 
melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tindakan pemerintahan, 
terdapat instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka 
mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan masyarakat. 
1.  Instrumen Peraturan (Regeling) 
Peraturan adalah hukum in abstracto atau general norm yang 
sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur 
hal-hal yang bersifat umum (general). Secara teoretik, istilah “perundang-
undangan” mempunyai dua pengertian, yaitu; pertama, perundang-
undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-
peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, 
perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan 
hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah.67 
Adapun peraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.68  
1. Bersifat umum dan komperehensif, yang dengan demikian 
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas; 
2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-
peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. 
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Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi 
peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan 
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya 
sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan 
klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan 
kembali. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan 
adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang 
dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah, yang juga mengikat umum.  
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.69  
Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat umum 
disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti materiil yaitu semua 
hukum tertulis dari pemeintah yang mengikat umum. Berdasarkan 
kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu 
                                                          
69 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 
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bersifat umum-abstrak. Perkataan bersifat umum-abstrak mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut:70  
1. Waktu (tidak hanya berlaku pada saat tertentu); 
2. Tempat (tidak hanya berlaku pada tempat tertentu); 
3. Orang (tidak hanya berlaku pada orang tertentu); dan 
4. Fakta hukum (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, 
tetapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang, 
dengan kata lain untuk perbuatan yang dapat berulang-ulang). 
2. Instrumen Keputusan (Beschikking) 
Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh 
seorang sarjana Jerman, Otto Meyer dengan istilah verwaltungsakt. Istilah 
ini diperkenalkan di Belanda dengan nama beschikking oleh Van 
Vollenhoven dan C.W. van der Pot. Di Indonesia istilah beschikking 
diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Istilah beschikking ini ada 
yang menerjemahkannya dengan ketetapan, seperti E. Utrecht, Bagir 
Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain, dan dengan keputusan seperti WF. 
Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun. 
Djenal Hoesen dan Muchsan mengungkapkan71 istilah 
“beschikking” sudah sangat tua dan dari segi kebahasaan digunakan 
dalam berbagai arti. Meskipun demikian, dalam pembahasan ini istilah 
beschikking hanya dibatasi dalam pengertian yuridis. Menurut H.D. van 
                                                          
70 Ridwan HR.,Op.Cit., hlm. 131. 
71 Ibid., hlm. 140. 
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Wijk/Willem Konijnbelt, beschikking merupakan keputusan pemerintahan 
untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk 
umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintahan 
yang utama. 
Sifat norma hukum keputusan adalah individual-konkrit. Adapun 
sifat norma hukum telah diklasifikasikan sebagai berikut:72  
1. Norma umum abstrak misalnya undang-undang; 
2. Norma individual-konkrit misalnya keputusan tata usaha negara; 
3. Norma umum-konkrit misalnya rambu-rambu lalu lintas yang 
dipasang di suatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua 
pemakai jalan namun hanya berlaku untuk tempat itu); dan 
4. Norma individual abstrak misalnya surat izin gangguan. 
Di kalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam 
mendefinisikan istilah keputusan. Berikut contohnya:73 
a. Van der Pot menyatakan keputusan adalah pernyataan kehendak 
dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan 
untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau 
menghapus hubungan hukum yang ada; 
                                                          
72 Philipus M.Hadjon, Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada University 
Press,Yogyakarta, 2011, hlm. 125. 
73 Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 142. 
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b. Romeijn dalam menyatakan keputusan adalah suatu pernyataan 
kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, 
atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan; 
c. J.B.J.M. ten Berge mengungkapkan beschikking adalah keputusan 
hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu 
berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada 
kewenangan hukum publik, dibuat untuk satu atau lebih individu 
atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. 
Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau 
organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka. 
Berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur keputusan tersebut secara 
teoretik dan berdasarkan hukum positif, meliputi:74 
a. Pernyataan Kehendak Sepihak Secara Tertulis 
Secara teoretik, hubungan hukum publik senantiasa bersifat 
sepihak atau bersegi satu (tindakan hukum administrasi adalah tindakan 
hukum sepihak). Oleh karena itu, hubungan hukum publik berbeda halnya 
dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu bersifat dua 
pihak atau lebih. Sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak, 
pembuatan, dan penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak 
pemerintah, tidak tergantung kepada pihak lain. 
                                                          
74 Ibid., hlm. 145. 
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Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan 
pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan 
peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil 
tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan 
keinginannya itu dalam bentuk keputusan. Ini tidak berarti bahwa kepada 
pihak siapa keputusan itu ditujukan sebelumnya sama sekali tidak 
mengetahui akan adanya keputusan itu, dengan kata lain bahwa inisiatif 
sepenuhnya ada pada pihak pemerintah. Pada umumnya para ahli 
berpendapat bahwa keputusan itu adalah keputusan sepihak, karena 
bagaimanapun keputusan itu tergantung dari pemerintah, yang dapat 
memberikan ataupun menolaknya. 
b. Dikeluarkan oleh Pemerintah 
Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. 
Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan berwenang 
mengeluarkan keputusan. Meskipun demikian, keputusan yang 
dimaksudkan di sini hanyalah keputusan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah selaku administrasi N\negara. Keputusan yang dikeluarkan 
oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian 
beschikking berdasarkan Hukum Administrasi Negara. 
Bila keputusan dibatasi pada keputusan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah atau tata usaha negara, maka akan memunculkan pertanyaan 
siapa yang dimaksud dengan pemerintah atau tata usaha negara. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986, tata usaha negara 
adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan 
urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 
  Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus 
didasarkan pada asas legalitas, yang berarti bahwa pemerintah tunduk 
pada undang-undang. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, 
pemerintah harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana telah 
dirumuskan secara tersendiri dalam prinsip negara hukum melalui 
ungkapan; prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang. 
Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada 
wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha Negara 
tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan menjadi 
tidak sah. 
d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final 
Untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum-abstrak ke dalam 
peristiwa-peristiwa konkret, maka dikeluarkanlah keputusan-keputusan 
yang akan membawa peristiwa umum itu sehingga dapat dilaksanakan. 
Keputusan tata usaha negara yang bersifat individual bermaknya tidak 
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untuk umum, tertentu berdasarkan apa yang dituju oleh keputusan itu dan 
konkrit yang bermakna tidak bersifat umum objeknya, yang mungkin 
terbatas waktu dan tempatnya. 
e.   Menimbulkan Akibat Hukum 
Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk 
menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum 
pemerintahan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh organ 
pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya 
di bidang pemerintahan atau administrasi negara. 
Akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak 
dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Dapat pula terjadi bahwa 
dikeluarkannya keputusan itu tidak melahirkan atau melenyapkan hak dan 
kewajiban, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban yang telah ada. 
Dalam hal demikian, keputusan jenis ini disebut keputusan deklaratoir. 
3. Peraturan Kebijakan (beleidregels) 
Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya 
merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan 
menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya 
berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi 
peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum 
bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini 
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disebut pula dengan istilah psudo-wetgeving (perundang-undangan semu) 
atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).75 
Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh 
instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang 
pemerintahan terhadap warga Negara atau terhadap instansi 
pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki 
dasar tegas dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang formal 
baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan 
tersebut tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang 
dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang 
mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu 
organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan 
kewenangannya. 
Peraturan-peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-
undangan. Badan yang mengeluarkan peraturan-peraturan kebijakan, 
adalah in casu tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan. 
Peraturan kebijakan juga tidak mengikat hukum secara langsung, namun 
mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijakan memberi 
peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara dalam menjalankan 
kewenangan pemerintahan. Hal tersebut dengan sendirinya harus 
                                                          
75 Victor Immanuel, Kewenangan Yudikatif dalm Pengujian Peraturan Kebijakan dalam 
Jurnal Yudisial Vol.6 No.1, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 37. 
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dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan 
diskresi.76 
Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai 
berikut:77 
1. Peraturan Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan; 
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan 
perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan 
kebijakan; 
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena 
memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk 
membuat keputusan kebijakan tersebut; 
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan 
ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat 
peraturan perundang-undangan; 
5. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada 
doelmatigheid dank arena itu batu ujinya adalah asas-asas umum 
pemerintahan yang baik; dan 
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, 
yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-
lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. 
                                                          
76 Philipus M. Hadjon, Op.Cit.,hlm. 153 
77 Ridwan HR., Op.Cit., hlm. 178. 
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Selanjutnya, sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan 
perundang-undangan, yaitu harus memerhatikan beberapa persyaratan, 
pembuatan, dan penerapan peraturan kebijakan juga harus memerhatikan 
beberapa persyaratan. Menurut Indroharto pembuatan peraturan 
kebijakan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:78 
1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang 
mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu; 
2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat; 
3. Ia harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, 
keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu 
dipertimbangkan; 
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup 
mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang 
terkena peraturan tersebut; 
5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan 
yang akan ditempuh harus jelas; dan 
6. Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-
hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena 
harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang 
pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari. 
Sebenarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam suatu 
negara hukum itu bersendikan pada peraturan perundang-undangan 
                                                          
78 Ibid., hlm. 183. 
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sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara hukum yaitu asas 
legalitas, akan tetapi karena peraturan perundang-undangan sebagai 
hukum tertulis itu mengandung kekurangan dan kelemahan, karena itu 
keberadaan peraturan kebijakan menempati posisi penting terutama 
dalam negara hukum modern. Menurut Marcus Lukman, dalam peraturan 
kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna sebagai 
berikut:79 
1. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang 
melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-
kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan; 
2. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi 
keadaan vacum peraturan perundang-undangan; 
3. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi 
kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, 
layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan; 
4. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk 
mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah 
ketinggalan zaman; dan 
5. Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas 
dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan 
yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 
                                                          
79 Ibid., hlm. 184. 
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4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
Dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan telah mencantumkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 
Baik sebagai berikut:80 
1. Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat 
hukum material dan yang lain bersifat hukum formal. Aspek hukum 
material terkait erat dengan adanya asas kepercayaan. Asas ini 
menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang 
berdasarkan suatu keputusan atau ketetapan atau mengubahnya oleh 
karena adanya kerugian yang diderita oleh pemerintah, meskipun 
keputusan atau ketetapan itu keliru atau salah. 
Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum 
membawa serta kepentingan, bahwa suatu keputusan atau ketetapan 
yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan atau 
ketetapan yang menguntungkan, maka haruslah disusun dengan kata-
kata yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran atau interpretasi 
ganda. 
2. Asas Kemanfaatan 
Asas Kemanfaatan adalah asas yang memperhatikan manfaat 
secara seim nbang antara kepentingan individu yang satu dengan 
                                                          




kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, 
kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan 
kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat 
lain, kepentingan pemerintah dengan masyarakat, kepentingan generasi 
yang sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang, kepentingan 
manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. 
3. Asas Ketidakberpihakan 
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan dan kesamaan dalam 
mempertimbangkan semua aspek yang berkenaan dengan pengambilan 
keputusan atau ketapan. Selain itu, asas ini menghendaki pula adanya 
kriteria yang jelas mengenai semua kepentingan yang terkait dengan 
keputusan tersebut sehingga keputusan atau ketetapn yang dikeluarkan 
oleh pemerintah dapat diterima baik oleh para pihak yang berkepentingan. 
4. Asas Kecermatan 
Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melakukan tindakan 
atau perbuatan pemerintahan haruslah dapat bertindak cermat dan tidak 
boleh gegabah atau asal-asalan untuk sampai pada suatu kesimpulan 
serta mempertimbangkan semua aspek yang berkaitam dengan semua 
hal tersebut sebab kalau sampai hal tersebut terjadi maka akan berakibat 
fatal bagi masyarakat. 
Dalam kaitan dengan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan, 
seperti halnya dalam mengeluarkan sebuah keputusan atau ketetapan 
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pemerintahan, maka pemerintah dalam hal ini harus mempertimbangkan 
secara matang dan cermat, serta teliti terhadap semua faktor dan atau 
keadaan yang berkaitan dengan materi dari keputusan atau ketetapan 
tersebut seperti, mendengar dan mempertimbangkan semua alasan yang 
diajukan oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan dengan 
keputusan atau ketetapan yang akan dikeluarkan tersebut. 
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan 
Asas ini menghendaki setiap pejabat pemerintah memiliki 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan wewenang yang 
diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam 
rangka melayani atau mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah 
secara umum mencakup tiga hal; kewenangan dari segi materiil, 
kewenangn dari segi wilayah, dan kewenangan dari segi waktu. 
Sehingga pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk 
kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan 
tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak 
menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. 
6. Asas Keterbukaan 
Asas ini menyangkut bagaimana masyarakat memperoleh 
kemudahan dalam mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang 
benar, jujur, dan tidak diskrimnatif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
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dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara. 
7. Asas Kepentingan Umum 
Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan fungsi 
dan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni 
kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Asas 
ini merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum modern 
(welfare state), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang 
bertanggung jawab untuk mewujudkan bestuurzorg (kesejahteraan umum) 
warga masyarakat. 
8. Asas Pelayanan yang Baik 
Asas ini menyangkut bagaimana pemerintah dalam memberikan 
pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai 
dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
F. Gambaran Umum Makassar sebagai Daerah Otonom 
Daerah otonom atau daerah swantantra adalah daerah di dalam 
suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
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berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.81 
Berdasarkan hal tersebut, menurut Hestu Cipto Handoyo dalam 
khasanah Teori Hukum Tata Negara dikenal pula adanya 2 (dua) bentuk 
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yaitu:82 
1. Pemerintahan Wilayah Administratif 
Pemerintahan wilayah Administratif yakni suatu satuan 
pemerintahan daerah di bawah pemerintahan pusat yang semata-mata 
hanya menyelenggarakan pemerintahan pusat di wilayah-wilayah negara. 
Satuan pemerintahan semacam ini pada hakikatnya adalah perpanjangan 
tangan dari pemerintah pusat. 
2. Pemerintahan Daerah Otonom 
Pemerintahan daerah otonom yakni satuan pemerintahan daerah 
yang berada di bawah Pemerintahan Pusat yang berhak atau berwenang 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat setempat. Adapun ciri-ciri Pemerintahan daerah Otonom 
adalah sebagai berikut: 
(1)  Urusan-urusan atau wewenang pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah Otonom adalah urusan 
                                                          
81 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonom diakses pada hari Jumat 25 Maret 2016 
pada pukul 14.38 WITA 
82 Suryo Sakti, Gubernur Kedudukan Peran dan Kewenangannya, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2011, hlm.44-45. 
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atau wewenang pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah 
tangga sendiri; 
(2) Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Otonom dijalankan oleh 
pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu 
sendiri. Atau dengan kata lain pejabat tersebut diangkat dan 
diberhentikan oleh Pemerintah daerah Otonom itu sendiri; 
(3) Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas 
dasar inisiatif atau prakarsa sendiri; 
(4) Hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 
Otonom adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan 
pengawasan, bahkan dapat dikatakan sebagai hubungan 
kemitraan. 
Kota Makassar sebagai salah satu wilayah otonom di Indonesia 
dipimpin oleh Walikota selaku pelaksana pemerintahan kota Makassar. 
Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan kota Makassar, Walikota 
dibantu oleh seorang wakil Walikota dan sejumlah Perangkat Daerah kota 
Makassar. Perangkat daerah kota Makassar terdiri dari: 
a. Sekretariat Daerah kota Makassar 
b. Sekretariat DPRD kota Makassar 
c. Dinas Daerah, terdiri dari: 
- Dinas Pendidikan kota Makassar; 
- Dinas Kesehatan kota Makassar; 
- Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar; 
- Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar; 
- Dinas Pemuda dan Olahraga kota Makassar; 
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Makassar; 
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- Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil kota Makassar; 
- Dinas Tenaga Kerja kota Makassar; 
- Dinas Perhubungan kota Makassar; 
- Dinas Komunikasi dan Informasi kota Makassar; 
- Dinas Sosial kota Makassar; 
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Makassar; 
- Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan kota 
Makassar; 
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal kota 
Makassar; 
- Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar; 
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana kota 
Makassar; 
- Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar. 
d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas: 
- Inspektorat Daerah kota Makassar; 
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Makassar; 
- Badan Kepegawaian Daerah kota Makassar; 
- Badan Pendidikan dan Pelatihan kota Makassar; 
- Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Makassar; 
- Badan Keluarga Berencana kota Makassar; 
- Badan Lingkungan Hidup Daerah kota Makassar; 
- Satuan Polisi Pamong Praja kota Makassar; 
- Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengolahan Data kota Makassar; 
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kota 
Makassar; 
- Kantor Ketahanan Pangan kota Makassar; 
- Kantor Pemberdayaan Perempuan kota Makassar; 
- Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan kota Makassar; 
- Rumah Sakit Umum Daerah kota Makassar. 
e. Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, terdiri atas: 
- Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika kota Makassar; 
- Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kota 
Makassar. 
f. Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah kota Makassar. 
Selain itu, dalam ruang lingkup daerah otonom, maka kedudukan 
Walikota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah 
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memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan kepala daerah 
sebagai perangkat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah 
khususnya dalam hal pelaksanaan dari peraturan daerah. Namun asas 
pembentukan perda dan perkada tidaklah boleh bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan aspek kesusilaan, sebagai manifestasi prinsip Negara 
Kesatuan. 
G. Gambaran Umum Bentuk Komisi Pengendalian Percepatan 
Program Strategis (KP3S) kota Makassar 
Secara garis besar, semakin kompleksnya persoalan hukum tata 
negara dalam tataran universal melahirkan banyak konsep baru dalam 
praktik ketatanegaraan suatu negara khususnya semakin bervariasinya 
cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya 
diwarnai dengan bermunculannya sejumlah lembaga negara independen 
atau lembaga negara penunjang (state auxiliary bodies).83 Kehadiran 
lembaga lembaga ini menjadi suatu motivasi karena kurang optimalnya 
peran dari tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara yang semakin hari 
semakin kompleks. 
Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis 
(KP3S) di kota Makassar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah kota dalam hal ini Walikota Makassar untuk mendorong 
                                                          
83 Zainal Arifin M.,Op.Cit., hlm.1 
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optimalisasi percepatan pelaksanaan beberapa program unggulan yang 
bersifat strategis dan prioritas dalam rangka mewujudkan Makassar 
menjadi Kota Dunia yang juga sejalan dengan implementasi penjabaran 
dari visi dan misi serta program kerja Pemerintah kota Makassar dalam 
RPJMD Kota Makassar 2014-2019.84 
Peran dari komisi ini sebagaimana yang terumuskan dalam 
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi 
Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) adalah untuk 
merumuskan strategi percepatan pelaksanaan pembangunan yang 
bersifat strategis dan skala prioritas, transparan, responsif, efisien, 
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Penjabaran dari peranan komisi ini termaktub dalam Bab V terkait 
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang. Adapun yang menjadi tugas 
dari KP3S dalam rangka membantu walikota dalam:85 
a. Menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pembangunan program unggulan Walikota; 
b. Menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja 
SKPD dan unit kerja pelaksana program unggulan Walikota; 
c. Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada 
Walikota untuk keberhasilan program unggulan Walikota; 
d. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat 
kepada Walikota terkait kegiatan dengan pelaksanaan 
pembangunan oleh SKPD dan Unit Kerja; 
                                                          
84 Bagian Menimbang poin (b) Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota 
Makassar 
85 Pasal 7 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar 
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e. Memberikan penilaian kinerja tiga bulanan atau tahunan kepada 
SKPD dan Unit Kerja serta melaporkan hasilnya kepada 
Walikota; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota; dan 
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabka pelaksanaan 
tugasnya kepada Walikota. 
Adapun yang menjadi wewenang dalam rangka melaksanakan 
tugas tersebut antara lain:86 
a. Mengkoordinir pelaksanaan teknis pengendalian dan percepatan 
program strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 
b. Memerintahkan pimpinan SKPD dan stafnya untuk melaksanakan 
percepatan program strategis; 
c. Memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan kewenangannya; 
d. Mengundang rapat SKPD dan Unit kerja perangkat daerah; 
e. Meminta data dan informasi dari SKPD dan Unit kerja perangkat 
daerah; 
f. Meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD dan unit kerja 
perangkat daerah; 
g. Mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari 
masyarakat narasumber atau tenaga ahli; 
h. Memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan 
kebutuhan; 
i. Dapat melakukan intervensi kepada SKPD dalam hal pengendalian 
dan percepatan program strategis; dan 
j. Dapat menegur baik secara tertulis dan lisan kepada pimpinan 
SKPD dan stafnya terkait dengan percepatan program strategis. 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KP3S senantiasa 
harus bersinergi dengan Sekretaris Daerah dalam rangka hubungan kerja 
dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota selaku pimpinan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan tugas dan 
                                                          
86 Pasal 8 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar 
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wewenangnya yang senantiasa dimonitor dan dievaluasi secara 
periodik.87 
Sedangkan terkait sistem pelaporan dari KP3S dilaksanakan 
melalui pembuatan dan penyampaian secara berkala setiap triwulan, 
semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada 
Walikota dalam bentuk tertulis dan dimungkinkan dalam bentuk lisan 
apabila menyangkut sifat dan urgensinya memiliki konteks yang rahasia.88 
Sedangkan terkait persoalan hak keuangan dan fasilitas, anggota 
KP3S diberikan Tunjangan daerah dan fasilitas yang setara dengan 
Eselon II B, kecuali terkait hak-hak Kepegawaian yang senantiasa 
disesuaikan dengan kempampuan keuangan daerah dan terkait anggaran 
untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KP3S dibebankan pada 






                                                          
87 Pasal 10 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar 
88 Pasal 26 sampai Pasal 28 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota 
Makassar 
89 Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 
dengan menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif. Dalam 
Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Komisi 
Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) di Kota Makassar” 
penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. 
B. Jenis dan Bahan Hukum 
Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum primer adalah Bahan yang diperoleh dan bersumber 
dari hasil penelitian di  lapangan yang diperoleh secara langsung dari 
sumber data sesuai bidang dan keterkaitannya dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini yang menjadi sumber Bahan Hukum Primer adalah 
a. Bahan yang diperoleh dari Kantor Pemerintahan Kota Makassar, 
khususnya pada bagian Biro Hukum. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan menelaah berbagai macam referensi yang berkaitan 
dengan objek kajian penulisan skripsi ini seperti, buku, peraturan 
perundang-undangan, jurnal ilmiah, media cetak dan elektronik. 
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C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis bahan: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Teknik penelitian dengan metode observasi langsung di lokasi 
penelitian. Sasaran utama dalam teknik ini untuk melihat fakta-fakta 
empiris tentang persoalan kedudukan hukum dan tugas pokok serta fungsi 
dari Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) di 
pemerintahan kota Makassar. 
2.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Teknik Penelitian dengan menelaah data-data sekunder berupa 
buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, media cetak, dan 
elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
D. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam 
penelitian ini, baik yang bersifat primer maupun sekunder adalah data 
kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga 
menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan 
secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum 
sebagai dasar analisis, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Perwali kota Makassar Nomor 10 tahun 2015 tentang 
Pembentukan KP3S terhadap Kewenangan Otonomi Daerah 
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 
Tahun 1945.90 
Untuk dapat menegakkan prinsip negara hukum dalam 
menjalankan kewenangan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah 
diberikan hak untuk membentuk produk hukum melalui peraturan daerah 
sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam rangka 
menyelenggarakan otonomi daerah agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Konsep peraturan daerah merupakan hak atribusi yang diberikan 
oleh konstitusi. Pasal 18 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemerintah 
daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta dalam rangka 
menampung kondisi khusus daerah. 
                                                          
90 Pasal 1 poin (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Selain itu, peraturan daerah juga berfungsi sebagai penjabaran 
lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegate 
legislation), yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, dan produk hukum lainnya yang lebih tinggi.91 Sehingga 
peraturan daerah dapat digolongkan sebagai legislative act yang dibentuk 
oleh lembaga legislatif tingkat lokal yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem hukum nasional. 
Materi muatan dalam suatu peraturan daerah dalam sistem hukum 
nasional harus senantiasa selaras dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yang merupakan penjabaran kebijakan 
pemerintah pusat, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
dan ketertiban umum. Dan pada aspek formil, haruslah senantiasa sejalan 
dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan pada 
umumnya sesuai dengan konsep dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Terkait Peraturan kepala daerah telah diakomodir dalam 
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah sebagai pedoman pembentukan agar tidak suatu produk hukum 
daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. 
Pengertian produk hukum daerah dalam berdasarkan Permendagri 
No. 80 tahun 2015 adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi 
                                                          




perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan 
berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan 
DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan 
DPRD.92 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, konsep perwali 
merupakan bagian dari produk hukum daerah sebagai perangkat aturan 
terkait pelaksanaan perda atau atas kuasa peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 246 ayat (1) UU 
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 
“Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-
undangan, kepala daerah menetapakan perkada.” Sehingga materi 
muatan dari suatu perwali adalah aturan konkrit terkait pelaksanaan 
penyelenggaraan otonomi daerah (Verordnung) dan tugas pembantuan 
serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi yang tidak terlepas dari tindak lanjut dari perda yang 
telah ditetapkan wilayah tersebut.93 
Namun, yang menjadi poin penting dalam membentuk sistem 
hukum nasional Indonesia dan melindungi hak-hak konstitusional warga 
negara dalam tingkat daerah, maka Perda dan Perkada haruslah 
senantiasa merupakan bagian dari ruang lingkup kewenangan otonomi 
daerah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan 
                                                          
92 Pasal 1 poin (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
93 Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
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perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 
kesusilaan . 
Pembentukan Perwali no. 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) merupakan 
aturan pelaksanaan dari Perda kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota 
Makassar tahun 2014-2019 sebagai langkah dan upaya pengendalian dan 
percepatan program strategis, terukur, dan sejalan dengan program dan 
misi yang termaktub dalam rencana pembangunan tersebut. 
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Pemerintah Kota 
Makassar, berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala Bagian 
Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Bapak Manai Sophian: 
“Pembentukan komisi ini janganlah disamakan dengan 
pembentukan komisi-komisi negara sebagai suatu lembaga independen, 
misalnya Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Karena yang menjadi letak perbedaan komisi ini dengan lembara negara 
independen lainnya yang juga sama menggunakan nomenklatur “komisi” 
adalah Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis 
merupakan hasil inovasi walikota Makassar untuk mengumpulkan para 
ahli di tiap aspek pembangunan kota untuk berkumpul dalam suatu 
wahana yang diberi label “komisi” demi mempercepat pelaksanaan 
pembangunan program strategis di kota Makassar yang termaktub dalam 
RPJMD kota Makassar 2014-2019.”94 
 
                                                          
94 Manai Sophian, Kepala Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, 
Wawancara, Ruang Bagian Hukum & HAM Pemerintahan Kota Makassar, 27 Juli 2016 
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Lebih lanjut, menurut beliau:95 
“Kedudukan komisi ini jelas tidak berada dalam konteks lembaga 
independen dan juga tidak berada dalam konteks perangkat daerah 
melainkan implementasi wewenang walikota yang terdapat dalam pasal 
65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah yang menyatakan kepala daerah berwenang menetapkan 
Perkada dan keputusan kepala Daerah. Kedudukan Peraturan Kepala 
Daerah inilah yang menjadi sarana untuk melaksanakan asas otonomi 
dan tugas pembantuan dalam  desain Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” 
Aturan pelaksanaan yang dimaksud adalah terkait beberapa 
program strategis, yang diuraikan sebagai berikut:96 
1. Program Makassarta’ Tidak Rantasa (MTR); 
2. Program Makassarta’ Sombere; 
3. Program Makassar Smart City; 
4. Program Penanganan Kemacetan dan Publik Transport; 
5. Program Penanganan Banjir dan Genangan; 
6. Program Penanganan Pengangguran, Kemiskinan, dan Anak 
Jalanan; 
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro; 
8. Program Restorasi Tata Ruang, Reklamasi, Mitigasi Pulau-
pulau Kecil, dan Pesisir; 
9. Program Makassar Home Care dan Rescue Centre (caraster); 
10. Program Penegakan Produk Hukum Daerah; 
11. Program Revitalisasi Pasar dan Terminal; 
12. Program Peningkatan Pendapatan dan Pengembangan Usaha 
Daerah; 
13. Program Penanganan Ruang Terbuka Hijau; 
14. Program Penataan Tata Lorong; 
15. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Luar Negeri; 
16. Program Penataan Pedestrian, Publik Signage, dan Kaki Lima; 
17. Program Penanganan Festival, Event, MICE (Meeting, Insentif, 
Conference and Exhibiton); 
18. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan; dan 
                                                          
95 Ibid. 
96 Pasal 6 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar 
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19. Program Penanganan Gender, Disabilitas, dan Anak Terlantar. 
 
Adapun yang menjadi anggota dari KP3S adalah para pejabat 
daerah hasil seleksi yang sedang menjabat dengan jabatan struktural 
eselon II B dan eselon III A yang kemudian diangkat oleh walikota selaku 
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Keputusan Walikota 
Makassar Nomor 821.29.32-2015 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan KP3S kota Makassar. 
Di sisi lain definisi dari Pejabat yang berwenang adalah Pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan Proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” Dan selanjutnya definisi dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai 
ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”97 
Kedudukan Walikota Makassar sebagai pejabat Pembina 
kepegawaian merupakan wewenang yang didelegasikan oleh Presiden 
selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara 
(ASN).98 Sehingga dalam kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian ASN selain pejabat pimpinan tinggi 
utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama dalam lingkup 
                                                          
97 Pasal 1 poin (13) sampai dengan poin (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 
98 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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pemerintahan daerah kota Makassar menjadi wewenang dari Walikota 
Makassar.  
Walikota Makassar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
kota Makassar memiliki wewenang untuk menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama dalam 
lingkup pemerintah kota Makassar, yang kemudian saya rinci sebagai 
berikut:99 
a. Pengangkatan, merupakan menetapkan pegawai ASN dari 
bukan Pejabat menjadi Pejabat (Promosi); 
b. Pemindahan, merupakan menetapkan perpindahan pegawai 
ASN dari satu jabatan structural/fungsional ke jabatan 
structural/fungsional lainnya (mutasi); 
c. Pemberhentian, yaitu menetapkan pemberhentian pegawai ASN 
dari kedudukannya dari sebagai pejabat menjadi bukan pejabat 
(demosi). 
Lebih lanjut, dalam  persoalan mutasi PNS dalam  telah diatur 
bahwa  Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) 
Instansi Pusat, antar Instansi-Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-
Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, ke perwakilan 
Negara Kesatuan Republik Indonenia di luar negeri. Kemudian pada ayat 
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selanjutnya menyatakan Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau 
Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.100 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Walikota sebagai Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah berwenang untuk melakukan mutasi PNS 
di instansi Daerah dan atau antar-instansi daerah dan demikian juga 
berwenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Instansi Daerah.101 
Pengertian Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.102 
Di lain hal, ketentuan Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD 
dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat 
daerah. Selanjutnya, pada ayat (2) Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.  
Adapun yang menjadi unsur Perangkat Daerah, antara lain: 103 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat Daerah; 
d. Dinas Daerah; 
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e. Lembaga Teknis Daerah; 
f. Badan;  
g. Kecamatan; dan 
h. Kelurahan. 
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 poin 8 Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan 
bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala 
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
sekretariat daerah, secretariat DPR, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan, dan kelurahan. 
Penjabaran lebih lanjut dalam lingkup daerah otonom kota 
Makassar juga telah diatur secara limitatif terkait perangkat daerah dalam 
Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar menyatakan perangkat 
daerah kota Makassar, terdiri dari:104 
a. Sekretariat Daerah Kota Makassar; 
b. Sekretariat DPRD Kota Makassar: 
c. Dinas daerah, terdiri atas : 
1. Dinas Pendidikan Kota Makassar: 
2. Dinas Kesehatan Kota Makassar; 
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar; 
4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar; 
5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar; 
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Makassar; 
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar; 
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar; 
9. Dinas Perhubungan Kota Makassar; 
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10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar; 
11. Dinas Sosial Kota Makassar: 
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar; 
13. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota 
Makassar; 
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal 
Kota Makassar; 
15. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; 
16. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
Kota Makassar; dan 
17. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
d. Lembaga Teknis daerah, terdiri atas  : 
1. Inspektorat Daerah Kota Makassar; 
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar; 
3. Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar; 
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar; 
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar; 
6. Badan Keluarga Berencana Kota Makassar; 
7. Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar; 
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar; 
9. Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengolahan Data Kota 
Makassar; 
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota 
Makassar; 
11. Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar; 
12. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar; 
13. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar; 
dan 
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 
e. Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-
undangan : 
1. Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota 
Makassar; dan 
2. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 
Kota Makassar. 
f. Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Makassar. 
Berdasarkan Perda tersebut, maka konteks Komisi Pengendalian 
Percepatan Program Strategis (KP3S) yang dibentuk oleh Walikota 
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Makassar tidak termasuk dalam kategori instansi atau perangkat daerah 
yang dimaksud dalam sistem hukum nasional Indonesia. Maka, lembaga 
tersebut bukanlah termasuk dalam kategori lembaga struktural dan 
lembaga fungsional, melainkan sebuah lembaga ad-hoc pertama yang 
dibentuk di kota Makassar. 
Dalam Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2015 tentang 
Pembentukan KP3S pun telah menempatkan kedudukan KP3S dalam 
Pasal 3 yang menyatakan:105 
(1)  Kedudukan KP3S adalah Komisi yang membantu Walikota yang 
diberikan kewenangan dalam menjawab isu-isu strategis; 
(2)  Pimpinan dan anggota KP3S dalam jabatannya disebut sebagai 
komisioner; dan 
(3)  KP3S berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota. 
Sehingga konteks KP3S telah jelas bahwa ia bukanlah instansi 
daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di 
Indonesia. Adapun kedudukan Walikota sebagai Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) adalah wewenang yang dibatasi oleh ketentuan 
perundang-undangan dengan pembatasan sebagai berikut:106 
(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi 
oleh: 
a. Masa atau tenggang waktu wewenang; 
b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan 
c. Cakupan bidang atau materi wewenang. 
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Hal tersebut juga sejalan dengan teori dalam hukum administrasi 
negara mengenai ketidakwenangan (onbevoegheid) yang terkait dalam 3 
bentuk :107 
1. Onbevoegheid ratione materiele, yaitu tidak berwenang karena 
materi atau persoalan yang dimuat dalam keputusan, bukan 
merupakan bagian dari kewenangannya; 
2. Onbevoegheid ratione loci, yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh 
Badan atau Pejabat yang tidak berwenang membuatnya, karena 
melampaui atau di luar ruang lingkup wilayah yang merupakan 
wilayah kewenangannya; 
3. Onbevoegheid ratione tempori, yaitu suatu keputusan yang dibuat 
oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang 
karena telah lewat waktunya yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Bentuk pembatasan dalam rangka penggunaan wewenang tersebut 
dalam aspek kepegawaian sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi 
pola pengembangan dan pembinaan karier bagi tiap tiap aparatul sipil 
negara baik dalam lingkup instansi tingkat pusat maupun dalam lingkup 
instansi tingkat daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang juga telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam 
Pasal 12 menyatakan sebagai berikut: 
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(1) Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan 
pada dasar karier dengan Keputusan Presiden; 
(2) Setiap pimpinan instansi menetapkan pola karier Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungannya berdasarkan pola dasar karier Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
Hal ini juga diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara tepatnya pada Pasal 71 yang menyatakan : 
(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu 
disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. 
Sehingga pola pengembangan dan pembinaan karier terkait 
pengangkatan, pemindahan, dan juga pemberhentian haruslah senantiasa 
berlandaskan pola pengembangan karier yang telah ditetapkan secara 
nasional baik instansi pusat maupun instansi daerah yang telah ditetapkan 
melalui undang-undang. Olehnya, dibentuknya suatu lembaga di luar dari 
instansi daerah yang ditetapkan baik berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun penjabaran lebih lanjut 
dalam Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan dan 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar memberikan 
implikasi bahwa konteks lembaga tersebut bukanlah sebagai lembaga 
struktural. Maka, kedudukan Komisi Pengendalian Percepatan Program 
Strategis (KP3S) yang dibentuk berdasarkan Perwali Kota Makassar 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan KP3S tidaklah termasuk 
dalam lembaga struktural. 
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Sifat dan kedudukan KP3S yang tidak termasuk dalam konteks 
lembaga struktural daerah menjadi causa verband dengan kedudukan 
anggota nya yang tidak termasuk dalam pola pengembangan karier 
(eselonisasi) secara nasional. Sehingga implikasi yang diperoleh dari 20 
anggota KP3S sebagaimana yang namanya tercantum dalam Surat 
Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.32-2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam 
jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) 
Kota Makassar yang sedang menjabat dengan tingkat eselon II B dan 
eselon III A pada instansi daerah terjadi pemberhentian dalam pola 
pengembangan karier jabatan struktural. 
Kalau kemudian kita merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara terkait alasan pemberhentian PNS yang 
yang menyatakan:108 
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Atas permintaan sendiri; 
c. Mencapai batas usia pensiun; 
d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pensiun dini; atau 
e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 
menjalankan tugas dan kewajiban. 
(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 
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paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak 
berencana. 
(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 
(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 
NRI 1945; 
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 
jabatan dan/atau tindak pidana umum; 
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; 
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 
 
Faktanya, anggota KP3S yang telah diangkat berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota tidak memenuhi unsur yang menjadi syarat dari 
ketentuan pemberhentian PNS baik secara hormat maupun secara tidak 
hormat karena tidak adanya alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas 
melainkan hanya berlandaskan pertimbangan pembentukan KP3S 
sehingga dilakukan pemberhentian dari jabatan struktural.109 
Lantas, kalau kemudian kita melihat konteks KP3S sebagai 
lembaga nonstruktural dikorelasikan dengan aturan yang terdapat dalam 
Pasal 88 poin b yang menyatakan bahwa : 
(1) PNS diberhentikan sementara, apabila : 
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b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga 
nonstruktural. 
(2)  Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian. 
Akan tetapi, pembatasan lingkup kewenangan yang diperoleh oleh 
Walikota dari delegasi kewenangan yang diberikan oleh Presiden selaku 
pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, hanya sebatas dalam 
lingkup instansi daerah tidak dalam konteks lembaga nonstruktural. Hal 
tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 1 poin 17 UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara bahwa: 
“ Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat 
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat 
DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.” 
Sedangkan pada Pasal 1 poin 16 menyatakan : 
“Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan 
lembaga nonstruktural.” 
 Sehingga kedudukan dari lembaga nonstruktural terkait 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN menjadi lingkup 
kewenangan dari pemerintah tingkat pusat bukan menjadi kewenangan 
pemerintah di tingkat daerah. Selain itu, konsepsi bentuk larangan 
penyalahgunaan wewenang  dalam konteks administrasi pemerintahan 
telah diatur secara konkrit dalam Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan sebagai berikut:110 
                                                          
110 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
91 
 
1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan 
Wewenang; 
2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. Larangan melampaui wewenang; 
b. Larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau; 
c. Larangan bertindak sewenang-wenang. 
Kemudian pada pasal 18 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan mengatur lebih lanjut sebagai berikut : 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui 
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf 
a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 
a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya 
Wewenang; 
b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau 
c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan 
mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan 
yang dilakukan: 
a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang 
diberikan; dan/atau 
b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. 
Selain itu, kalau kemudian dihubungkan terhadap syarat sahnya 
suatu keputusan yang terdiri dari syarat formiil maupun syarat materiil 
yang menyangkut tiga aspek, yakni wewenang, prosedur, dan substansi, 
dan apabila tidak memenuhi (cacat) dari salah satu unsur tersebut maka 
dapat dilaksanakan pencabutan terhadap keputusan tersebut baik oleh 




Selanjutnya, akibat hukum dari suatu keputusan publik terbagi dalam 
dua kategori, yakni keputusan yang tidak sah atau batal demi hukum dan 
keputusan yang bersifat dapat dibatalkan. Pada pasal 70 UU Nomor 30 
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur secara 
eksplisit kategori suatu keputusan yang tidak sah apabila: 
a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak 
berwenang; 
b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
melampaui kewenangannya; dan/atau 
c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak 
sewenang-wenang. 
Sedangkan akibat hukum Keputusan yang dinyatakan tidak sah tidak 
mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum 
yang ditimbulkan dari keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada. 
Ketika kita menganalisis konteks Keputusan Pemberhentian 
Sementara dan Pengangkatan Anggota KP3S yang dilatarbelakangi 
Perwali Kota Makassar Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan 
KP3S yang berimplikasi terhadap pemberhentian jabatan karir sejumlah 
PNS yang berada pada jenjang karir eselon II B dan eselon III A yang 
dalam aspek yuridis Walikota telah melampaui kewenangan sebagai 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena mendapat pembatasan 
manajemen ASN (Pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian) 
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hanya dalam lingkup Instansi daerah sehingga keputusan atau tindakan 
Walikota tersebut dinyatakan batal demi hukum.  
B. Analisis Tugas dan Fungsi Komisi Pengendalian Percepatan 
Program Strategis dengan Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kota Makassar 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. DPRD dan kepala 
daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan 
yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan 
kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai 
fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi dalam rangka 
pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran dan pengawasan, 
sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda 
dan kebijakan daerah.  
Adapun rincian tugas dan kewenangan dari masing masing unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 
Kepala Daerah mempunyai tugas, antara lain:111 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPRD; 
b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban di masyarakat; 
                                                          




c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD 
dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD; 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kepada DPRD untuk dibahas bersama; 
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Sedangkan yang menjadi wewenang Kepala Daerah adalah:112 
a. Mengajukan rancangan Perda; 
b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 
DPRD; 
c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 
sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang, 
yaitu:113 
a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota; 
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda 
mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh 
bupati/walikota; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
APBD kabupaten/kota; 
d. Memilih bupati/walikota; 
e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
bupati/walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan dan pemberhentian; 
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f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian 
international di Daerah; 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota; 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 
bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota; 
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 
masyarakat dan daerah; 
j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Adapun fungsi yang dimiliki oleh anggota DPRD kabupaten/kota, 
yakni:114 
a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota; 
Fungsi ini dilaksanakan dengan cara:115 
- Membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak 
menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; 
- Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan 
- Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama 
bupati/walikota. 
b. Anggaran; dan 
Fungsi ini dilaksanakan dengan cara:116 
                                                          
114 Lihat Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
115 Lihat Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 




- Membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh bupati/walikota 
berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);  
- Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD 
kabupaten/kota; 
- Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan 
APBD kabupaten/kota; dan 
- Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. 
c. Pengawasan 
Fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap:117 
- Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; 
- Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang 
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota; dan 
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan 
oleh Badan Pemeriksa keuangan. 
Sedangkan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah, daerah membentuk perangkat daerah dengan 
penjabaran tugas dan fungsi sebagai berikut: 
Pertama, Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban 
membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan 
                                                          




mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.118 Adapun 
fungsinya, antara lain:119 
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga 
teknis daerah; 
c. Pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan daerah; 
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 
dan 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Kedua, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah.120 Adapun fungsinya, antara lain:121 
a. Penyelenggaraan administrasi kesekreetariatan DPRD; 
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD.” 
 
Ketiga, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, 
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
                                                          
118 Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
119 Lihat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
120 Lihat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
121 Lihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
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pelaksanaan urusan  pemerintahan desa.122 Adapun fungsinya, antara 
lain:123 
a. Perencanaan program pengawasan; 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 
pengawasan.” 
 
Keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang perencanaan pembangunan daerah.124 Adapun fungsinya, antara 
lain:125 
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; 
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 
pembangunan daerah; dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
  Kelima, Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan.126 Adapun fungsi dari dinas daerah, antara lain:127 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
                                                          
122 Lihat Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
123 Lihat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
124 Lihat Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
125 Lihat Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
126 Lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
127 Lihat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.” 
Keenam, Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang 
bersifat spesifik.128 Adapun fungsinya, antara lain:129 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Ketujuh, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah.130 Adapun fungsinya, antara lain:131 
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum; 
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan; 
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan; 
f. Membina penyelnggaraan pemerintahan desa dan/atau 
kelurahan; dan 
                                                          
128 Lihat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
129 Lihat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
130 Lihat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
131 Lihat Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
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g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan desa atau kelurahan. 
Adapun Kedudukan KP3S merupakan komisi yang membantu 
Walikota yang diberikan kewenangan dalam menjawab isu-isu strategis 
dengan tugas sebagai berikut:132 
a. Menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pembangunan program unggulan Walikota; 
b. Menyusun criteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja 
SKPD dan unit kerja pelaksana program unggulan Walikota; 
c. Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada 
Walikota untuk keberhasilan program unggulan Walikota; 
  d.  Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat 
kepada Walikota terkait kegiatan dengan pelaksanaan 
pembangunan oleh SKPD dan Unit Kerja; 
e. Memberikan penilaian kinerja tiga bulanan atau tahunan 
kepada SKPD dan Unit Kerja serta melaporkan hasilnya 
kepada Walikota; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota; dan 
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabka pelaksanaan 
tugasnya kepada Walikota. 
Adapun yang menjadi wewenang dalam rangka melaksanakan 
tugas tersebut antara lain:133 
a. Mengkoordinir pelaksanaan teknis pengendalian dan 
percepatan program strategis sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 
b. Memerintahkan pimpinan SKPD dan stafnya untuk 
melaksanakan percepatan program strategis; 
c. Memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 
d. Mengundang rapat SKPD dan Unit kerja perangkat daerah; 
                                                          
132 Pasal 7 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar 
133 Pasal 8 Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar 
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e. Meminta data dan informasi dari SKPD dan Unit kerja 
perangkat daerah; 
f. Meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD dan unit kerja 
perangkat daerah; 
g.  Mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari 
masyarakat narasumber atau tenaga ahli; 
h. Memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan 
kebutuhan; 
i. Dapat melakukan intervensi kepada SKPD dalam hal 
pengendalian dan percepatan program strategis; dan 
j. Dapat menegur baik secara tertulis dan lisan kepada pimpinan 
SKPD dan stafnya terkait dengan percepatan program 
strategis. 
Adapun pembagian tugas dari masing-masing anggota Komisi 
Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) berdasarkan 
program strategis yang memerlukan percepatan dengan rincian sebagai 
berikut: 
Gambar 3. 
PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KP3S 
NO. NAMA PROGRAM STRATEGIS 
1 Dra. Hj. Sittiara M.Si Koordinator Program Strategis 
2 
Ir. H. Muhammad Syaiful 
Saleh M.Si 
Koordinator Program Makassar Ta’ 
Tidak Rantasa 




Dr. H. Mukhtar Tahir, 
M.Pd 
Program Makassar Smart City 
5 
Drs. Chaerul Andi Tau, 
M.Si 
Program Penanganan Kemacetan dan 
Publik Transport 
6 Ir. H. Kusayyeng, M.Si 
Program Penanganan Banjir dan 
Genangan 
7 
Drs. Harun Kamma’sulo, 
MM 
Program Penanganan Pengangguran, 
Kemiskinan, dan Anak Jalanan 
8 Ir. Adias Amir Sadda 
Program Pemberdayaan Ekonomi 
Mikro 
9 Drs. Sultan Talim, M.Si 
Program Restorasi, Tata Ruang, 
Reklamasi, Mitigasi Pulau-pulau Kecil 
dan Pesisir 
10 H.M. Sere, S.E, M.Si 
Program Makassar Home Care dan 
Rescue Centre (caraster) 
11 Drs. Alham Arifin A.M.M 
Program Penegakan Produk Hukum 
Daerah 
12 Drs. Muslim 




13 Ir. Suwiknyo H.S, M.Pd 
Program Peningkatan Pendapatan dan 
Pengembangan Usaha Daerah 
14 H. Jamaing ST. M.Sc 
Program Penanganan Ruang Terbuka 
Hijau 
15 Ir. Agus Djaja Said, M.Si 
 
Program Penataan Total Tata Lorong 
16 
Drs. H. Muhammad 
Takdir Alim Bachrie, M.Si 
Program Peningkatan Investasi dan 
Kerjasama Luar Negeri 
17 Ismail H.A. S.E, M.Si 
Program Penataan Pedestrian, Publik 
Signase, dan Kaki Lima 
18 
Drs. Agung Budi 
Santoso, M.Si 
Program Penanganan Festival, Event, 
MICE (Meeting, Inovative, Confrence, 
and exhibiton) kuliner. 
19 Drs.H.Mahmud BM, M.Pd 
Program Peningkatan Kualitas 
Pendidikan 
20 Ir. Hj. Norma Bakir, M.Si 
Program Penanganan Gender, 
Disabilitas, dan Anak Terlantar. 
(sumber: Keputusan Walikota Makassar Nomor 923/835/Kep/II/2015 
tentang Pembagian Tugas Anggota KP3S Kota Makassar) 
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Berdasarkan rincian tugas anggota KP3S yang terdapat pada tabel 
di atas, maka secara eksplisit telah menjelaskan bahwa konsep dari 
pembentukan KP3S berorientasi terhadap lembaga yang membantu 
Walikota dalam rangka mengkoordinir dalam pelaksanaan percepatan 
program strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota 
Makassar yang tertuang dalam Perda RPJMD Kota Makassar 2014 – 
2019. 
Oleh karenanya konstruksi dari KP3S menjadi lembaga yang 
mensinergikan peran dari berbagai perangkat daerah khususnya dinas 
daerah dan lembaga teknis daerah dalam melaksanakan percepatan 
program strategis, dengan mekanisme tata kerja melalui pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas 
Walikota oleh SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah, dengan sifatnya yang 
independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat, dan akuntabel. 
Padahal, dalam konteks perangkat daerah terkait pengkoordinasian 
dinas daerah dan lembaga teknis daerah hal tersebut merupakan salah 
satu tugas dan fungsi dari sekretariat daerah kota Makassar. Hal tersebut 
dapat kita lihat pada Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. 
Tugas Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 
b.    Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan 
lembaga teknis daerah; 
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c.      Pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan daerah; 
 
Lebih lanjut, dalam Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 dalam 
Pasal 6 menyatakan: 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Walikota dapat dibantu oleh 
Staf Ahli. 
(2) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai 
kebutuhan. 
(3) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Dewan. 
 
Kalau kemudian kita komparasikan antara tugas dan fungsi KP3S 
berdasarkan Perwali Kota Makassar No 10 Tahun 2015 dengan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009, maka pada dasarnya terkait koordinasi dan mendorong percepatan 
program baik yang berada dalam nomenklatur strategis maupun non-
strategis telah menjadi kewenangan dari Sekretariat Daerah Kota dengan 
perangkat Asisten Bidang, yakni:134 
a. Asisten Bidang Pemerintahan; 
b. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial; 
c. Asisten Bidang Keuangan dan Asset; 
d. Asisten Bidang Administrasi Umum  
                                                          
134 Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisas Perangkat Daerah Kota Makassar 
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Selain itu, pada dasarnya terdapat pula staf ahli dalam struktur 
pemerintahan daerah yang masuk dalam struktur eselon II B dalam tingkat 
kabupaten/kota sebagai perangkat yang memiliki tugas dan fungsi dalam 
rangka penyediaan informasi dan analisis kebijakan bagi kepala daerah 
sehingga terkait tugas dan fungsi dalam rangka mengkoordinir dan 
mengevaluasi pelaksanaan program baik yang bersifat strategis atau tidak 
dapat pula dijalankan oleh staf ahli. 
Akan tetapi, pembentukan KP3S sebagai lembaga penunjang 
berangkat dari landasan kedudukan Walikota sebagai penanggung jawab 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan salah satu kewenangan 
yang dimiliki ialah menetapkan peraturan kepala daerah sebagai 
perangkat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga, menjadi 
kewenangan dari Kepala Daerah untuk mengatur desain dari tata kerja 
antara komisi dan perangkat daerah demi pelaksanaan pemerintahan 
daerah yang terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel namun 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 











1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan KP3S tidak mencakup dalam unsur kewenangan 
Otonomi Daerah. Konsep KP3S sebagai lembaga non-Struktural yang 
juga menetapkan syarat anggota KP3S dalam salah satu poinnya 
adalah Aparatur Sipil Negara yang  menjabat Jabatan Struktural 
eselon II B atau eselon III A memberikan implikasi pemberhentian 
terhadap jabatan struktural Aparatur Sipil Negara yang tidak termasuk 
dalam syarat pemberhentian ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN. Sehingga perkada ini bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan 
umum. Sehingga kapasitas Walikota sebagai Pejabat Pembina 
Kepegawaian telah melakukan kesewenang-wenangan dalam dua 
bentuk, yakni tindakan mencampuradukkan wewenang dan tindakan 
melampaui wewenang. 
2. Kedudukan Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala  
daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdiri 
dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi 
yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawasan oleh inspektorat, 
unsur perencanaan oleh badan, unsur penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan oleh lembaga teknis daerah serta unsur pelaksanaan 
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urusan daerah oleh dinas daerah. Sedangkan kedudukan KP3S 
sebagai lembaga yang mendorong dan mengkoordinir pelaksanaan 
percepatan program yang bersifat strategis yang termaktub dalam 
RPJMD Kota Makassar 2014-2019, tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan dengan perangkat daerah kota Makassar karena konsep 
hubungan kerja yang sifatnya bersinergi dengan sekretariat daerah 





1.   Sebagai upaya menghindari kesewenang-wenangan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh kepala daerah maka 
diperlukan penguatan peran dari Gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjalankan 
pengawasan produk hukum di tingkat daerah agar senantiasa selaras 
dengan sistem hukum nasional Indonesia serta peran komisi Aparatur 
Sipil Negara yang lebih progresif dalam mengawal pelaksanaan 
manajemen ASN dalam lingkup daerah sebagai langkah perlindungan 
hak-hak konstitusional Aparatur Sipil Negara. 
2.  Percepatan Program Strategis sebagaimana yang diatur dalam RPJMD 
Kota Makassar tahun 2014-2019 dapat dilaksanakan melalui 
penguatan peran dari staf ahli sebagai perangkat yang 
keberadaannya telah mendapat kedudukan hukum yang jelas sebagai 
perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka 
penyediaan informasi dan analisis kebijakan publik serta menjawab 
isu-isu yang bersifat strategis sedangkan terkait fungsi koordinasi dan 
pengawasan pelaksanaan teknis program yang bersifat strategis 
melalui optimalisasi peran sekretariat daerah dengan sejumlah asisten 
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